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ABSTRAKSI

DIMAS ADI NUGROHO, Hukum Administrasi Negara, Fatag Hukum
Universitas Brawijaya Malang, Juli 201inplementasi Pasal 3 dan 4 Peraturan
Daerah kota Malang No 1 Tahun2000 Tentang Pengatwlan Pembinaan
Pedagang Kaki Lima di wilayah kota MalandStudi di Dinas Pasar dan Satpol
PP kota Malang) Agus Yulianto S.H. M.H.; A. Dimy&tiH. M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas meaigémplementasi
Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah kota Malang No unr&®00 Tentang
Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima dyabl&ota Malang. Hal ini
dilatarbelakangi oleh Arus urbanisasi yang semakieningkat menyebabkan
banyak masyarakat pedesaan yang pergi ke kota unémcari pekerjaan yang
layak. Karena sebagian besar masyarakat desa yang gekota hanya
berpendidikan dan mempunyai ketrampilan yang rerdkh kurang memadai,
maka mereka terpaksa memilih pekerjaan menjadidgaadaKaki Lima (PKL).
Namun keberadaan PKL yang berada di kota ini teanggenimbulkan banyak
masalah terutama pada kota Malang yang merupakan s&u kota metropolis di
Jawatimur. Permasalahan yang ditimbulkan oleh PHiara lain adalah faktor
keindahaan, kenyamanan, dan ketidakteraturan, disilami oleh para pengguna
jalan karena banyak trotoar yang dipakai oleh padadaki lima, bukan hanya
itu saja faktor keindahan yang dicanangkan olenkeekota Malang tidak dijaga
oleh PKL malah sering trelihat kekumuhan yang dikas oleh para PKL,
fasilitas fasilitas umum seperti taman dan tamammbs pun tidak luput
digunakan oleh PKL untuk berdagang sehingga fasiliersebut tidak berfungsi
sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperolelwvaljan atas
permasalahan yang ada, bahwa pasal 3 dan 4 Per&taeaah Kota Malang no 1
Tahun 2000 sering diabaikan oleh para Pedagang Iada namun penyebab
tidak efektifnya peraturan daerah tersebut tidak/aalilakukan oleh PKL namun
juga oleh kinerja aparat dan dinas-dinas yang itedkalalamnya. Disini Bahwa
hambatan penerapan Pasal 3 dan 4 tersebut yaatu limhya berasal dari faktor
perilaku PKL namun juga dari faktor aparat dan slipjang terkait didalamnya itu
sendiri, sehingga harus ada kerjasama diantaraakgdusupaya pasal-pasal
tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam peneltiaadalah metode
pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah di kota Malang
khususnya di Dinas Pasar dan Satpol PP kota Maliomgian dari metode
pendekatan ini adalah untuk mengkaji dari segi hukatau peraturan yang
berhubungan dengan pengaturan dan pembinaan PKiilaiah kota Malang
yaitu Peraturan daerah no 1 Tahun 2000 tentangap@niag dan pembinaaan PKL
di wilayah kota Malang. Metode ini dilakukan padaas Pasar kota Malang
yang memegang peranan penting dalam pelaksanademeasi pasal 3 dan 4
perda kota malang no 1tahun 2000. teknik pengumpidsa yang dilakukan oleh



penulis adalh wawancara secara langsung kepadaidan di pasar buku wilis
kota malang dan kepala Dinas pasar dan kepalarbpgimberdayaan PKL kota
Malang. Jenis dan sumber data yang digunakan adatahprimer dan sekunder.
Untuk mengetahui pelaksanaan imlementsi perda Nahun 2000 ini, peneliti

memfokuskan pada 2 (dua) hal yaitu (1) Peran PataériDaerah Malang dalam
implementasi Pasal 3 dan 4 peraturan daerah kolanglao 1 Tahun 2000. (2)
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemkot Malafegyn pengaturan dan
pembinaan PKL, serta bagaimana solusinya.

Setelah melakukan analisa terhadap data yangotipeterlihat bahwa
pengaturan dan pembinaan PKL di kota Malang maslbnb berjalan dengan
baik, ini disebabkan oleh beberapa factor separtidatan yang bersifat internal
yaitu kurang adanya keseriusan dari pihak pemériktda khususnya pada dinas
pasar dan Satpol PP dalam penegakan peraturanpbagi PKL. disamping
kendala-kendala yang bersifat internal tersebutlafat pula hambatan yang
bersifat dari luar yaitu factor tingkat kesadarami ®PKL yang kurang yang ikut
memberikan kontribusi bertambahnya kendala yangddipi oleh Pemerintah
kota Malang.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penanganan sesarais terhadap
permasalahan ini yaitu dengan meningkatkan komsn#aatar Pemkot Malang
dengan para PKL, Pemkot harus mempunyai sikap tegags dalam memberikan
sanksi jika memang terdapat kesalahan dari pihak, Ri€mkot juga harus
menyediakan lahan khusus untuk para PKL dan membBKil dalam hal
permodalan serta mengawasi pelaksanaan peratueashdehususnya pada pasal
3 dan 4 perda kota Malang no 1 tahun 2000 tenp@ngaturan dan pembinaan
PKL yang dilakukan oleh Dinas Pasar dan Satpol PP.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perumusan Masalah.

Di Negara-negara berkembang seperti Indonesiamnya memberikan
prioritas pada pembangunan bidang ekonomi, habid&asarkan pada harapan
kemajuan produksi dalam sector ekonomi yang dapatyarap pencari tenaga
kerja di dalam perkotaan. Dengan adanya kesempgtag seperti ini,
menjadikan para pencari kerja berlomba-lomba medagrah perkotaan yang
menurut mereka dapat memberikan kesempatan atauangel kerja yang

menjanjikan.

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya urbanisasigyanerupakan
perpindahan penduduk dari daerah pedesaan yangsakgadaerah masyarakat
perkotaan yang kegiatannya ada di bidang managempetdagangan,
manufactur, atau kegiatan yang sejenBerbagai penelitian telah membuktikan
bahwa banyaknya sector informal diberbagai kotaameb dunia termasuk
Indonesia tidak terlepas dari adanya urbanisadi dkzsa kekota. Secara garis
besar terjadinya urbanisasi dapat dikategorikamndatlua factor yaitu factor

pendorong dan factor penéfrik

Factor pendorong timbulnya urbanisasi yaitu disk@aboleh berbagai

fasilitas untuk hidup dan pendidikan di desa ya@igpakin berkurang, lapangan

! R. Bintarto, Urbanisasi dan permasalahan, pengraitam Indonesia, Jakarta, 2000 him
27

% Yahya, Ismail, factor-faktor Urbanisasi, (www.hukonling, diakses tanggal 20
Februari 2010




pekerjaan di pedesaan semakin hari semakin larlgkan di pedesaan yang
semakin sempit dan upah yang diterima oleh pendddsk relative kecil, hal ini

menyebabkan tingginysupply of laboudibandingkardemand for labour

Sedangkan factor penarik timbulnya urbanisasi &d#&etor ekonomi
karena kota mempunyai daya tarik tersendiri kateta menyediakan berbagai
fasilitas dan kemudahan untuk mendapatkan uangstitns social. Kuatnya
magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahk@mduduk dari desa
berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih prafasi petani menjadi pedagang
kecil-kecilan. Ditambah lagi dengan berbagai kriggmg menimpah seluruh
lapisan masyarakat di negara Republik Indonesidiingga menciptakan
pengangguran-pengangguran secara cepat dan datdahjyang besar. Kondisi
ini memaksa mereka untuk menentukan pilihan makepe atau tidak makan.

Gejolak bentrokan antar etnis, agama juga menyuglaenyaknya
penduduk yang berpindah dari satu daerah ke daenafy lebih aman dengan
bermodalkan seadanya untuk dapat hidup 1 atauiZz&ar setibanya di tempat
aman mereka harus berusaha kecil-kecilan. Kingktithgi kota yang memiliki
predikat kosmopolitan atau metropolitan yang disgyara calon pedagang tetapi
juga dengan terpaksa kota atau daerah yang memikiikat aman adalah salah
satu tujuan mereka. Selain itu, sarana dan pras@@mdidikan dan rekreasi yang
tersedia juga jauh lebih banyak dan lengkap. Karéaor-faktor itulah
penduduk-penduduk desa meninggalkan desanya untakuken urbanisasi.
Dengan melakukan urbanisasi ini, mereka berharap yamg mereka peroleh

dikota lebih baik daripada didesa.



Namun kenyataannya, peningkatan migrasi desa-kd&k tdiimbangi
dengan perluasan lapangan kerja formal ditambalgasermaraknya praktek
korupsi dan birokrasi pemerintah yang berbelittbekrta perubahan tatanan
ekonomi global yang mendorong pratek tenaga kégjesibel atau tenaga kerja
informal berkontribusi terhadap berkembangnya Kagiaeckonomi informal
perkotaan. Tenaga kerja kota-lokal dan pendataagk becara terpaksa atau
sukarela, terjun kedalam kegiatan ekonomi inforyealg relative lebih mudah
dimasuki oleh siapapun.

Di Indonesia, dalam tiga dekade terakhir, jumlakepg@ informal terus
menunjukkan peningkatan mulai dari kisaran 25% {}97enjadi 36% dan 42%
(1980 dan 1990). Paska krisis moneter, jumlahnylamjgk hingga melebihi 60%
(1999) dan terus meningkat hingga 70% pada tahQi*28ebagian besar pekerja
informal, khususnya diperkotaan terserap ke dalagktos perdagangan,
diantaranya perdagangan jalanan atau kaki limaddgangan jalanan telah
menjadi sebuah alternative pekerjaan yang cukuplpgpterutama di kalangan
kelompok miskin kota. Hal ini terkait dengan cirnyang fleksibel (mudah
keluar-masuk), modal yang dibutuhkan relative kedin tidak memerlukan
prosedur yang berbelit-belit. Bahkan kegiatan ekanmformal semacam ini
dianggap sebagai kantung penyelamat selama masa &konomi tahun 1997-
1998. kegiatan ini juga merupakan bagian pentingnassistem perekonomian
kota karena terbukti mampu memberikan dukungan depaasyarakat luas,

terutama kelompok miskin melalui penyediaan progrdduk murah

% Yahya, Ismail, Faktor-faktor Urbanisasi, (www.huakenling), Diakses tanggal 20
Februari 2010



Terlepas dari potensi ekonomi kegiatan perdagarkgém lima (PKL)
kerap dianggap illegal karena menempati ruang putdn tidak sesuai dengan
visi kota yang sebagian besar menekankan sapekrskedr® keindahan dan
kerapihan kota. Oleh karena itu, PKL seringkali jadntarget utama kebijakan-
kebijakan pemerintah kota, sperti penggusuran @dokasi. Namun berbagai
kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karerenyak PKL yang kembali
beroperasi  dijalanan meskipun pernah digusur adaelokasi. Hal ini
menekankan bahwa fenomena ekonmi informal, khusuBk di area perkotaan
sulit diselesaikan secara parsial-terbatas padaijakah kota, tapi juga

menyangkut persoalan structural.

Pertumbuhan PKL yang cukup tingggi ternyata banganimbulkan
permasalahan bagi pemerintah kota maupun bagi meksysperkotaan dimana
Pedagang Kaki Lima (PKL) berada. Pedagang Kaki L{RKL) yang tidak
mempunyai tempat tinggal permanent selalu menearitempat strategis dalam
pengembangan usahanya, seperti tempat-tempat hjmekitar terminal, sekitar
sekolah, sekitar rumah sakit, dan pusat keramaimmya. Para pedagang kaki
lima tersebut mulai memanfaatkan fasilitas umumesdeprotoar dan pinggir-
pinggir jalan sebagai tempat untuk menggelar demamgp. Hal itu sangat
mengganggu masyarakat terutama pejalan kaki, mabkah gangguan lalu
lintas, menimbulkan masalah sampah, dan akibat isgnt@nnya. Sebagaimana

diungkapkan oleh kartono bahina

* Agus, kartono, Karakteristik Pedagang Kaki LimaQ@& (www.hukumonling diakses
tanggal 20 Februari 2010



Pedagang Kaki Lima biasanya melaksanakan perdagahgampat-tempat
strategis, yang dalam pelaksanaannya tempat staegebut adalah di
pusat perdagangan kota (sebagai lokasi pengembasegdor informal),
yaitu sebagai tempat yang banyak dituju oleh komsurdalam usaha
memenuhi kebutuhannya. Dengan cara menjajakan gagaya di pinggir
jalan atau dimuka toko yang dianggap strategiskdmathidak jarang ada

yang menggunakan meja, kereta dorong, dan kios-kios

Mereka biasanya berjualan ditempat-tempat yangasitaoleh pemerintah
seperti tempat ramai orang atau tempat yang deaganh jalur lalu lintas dengan
harapan agar barang dagangannya dapat menarik onéing membelinya tanpa
menggubris peraturan yang sudah ada, yang tertlelagn PERDA Kota Malang
No 1 tahun 2000 yang dijelaskan pada pasal 3 dsal gaentang pengaturan dan

pembinaan Pedagang Kaki Lima di wilayah kota Maly@agiu :

Pasal 3:

1. Setiap kegiatan usaha Padagang Kaki Lima dilarang:
a. melakukan kegiatan usahanya di dalam alun-alun Hatesekitarnya;

b. melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoaur jailau atau fasilitas
umum kecuali kawasan tertentu yang ditetapkan léaiut oleh
Kapala Daerah.

c. Melakukan kegiatan usaha dengan mendirika tempahaus/ang
bersifat semi permanent atau permanent;

d. Melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugialam hal
kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dayak&nan.

e. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yangdepkan oleh
Kepala Daerah.

f. Berpindah tempat tempat dan atau memindahtangaiiarianpa
sepengetahuan dan seijin Kepala Daerabh;



g. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong tanpaatiegisecara
terus-menerus selama satu (1) bulan.

2. dalam menetapkan kawasan dan perijinan sebagaidisgiaut dalam
ayat (1) butir a, b, c, d, e pasal ini Kepala Daereempertimbangkan
kepentngan-kepentingan umum, social, pendidikan,onei,
kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kenyamankmgkdingan
sekitarnya;

3. kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima harus mampu thedgga tarik
pariwisata daerah sehingga dapat meningkatkan Pataia Asli
Daerah dan kesejahteraan masyarakat;

4. untuk mewujudkan sebagimana ayat (3) pasal inishaiatur baik
ditempat jualan, lokasi jualan, waktu jualan, jemiglan, tenda
maupun aksesoris jualan ditetapkan lebih lanjut 8lepala Daerah;

Pasal 4 :

1. untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagand.ikeki Kepala
Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban ka&kn pendataan
dan memberikan pembinaan berupa bimbingan dan pdramusecara
berkesinambungan;

2. tata cara pembinaan dimaksud pasal ayat (1) pagshtetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Daerah.

Pemerintah kota Malang sendiri juga sudah menetagkarah mana saja
yang diperbolehkan untuk para PKL. Penetapan loksaha PKL diatur dalam
Keputusan Walikota Malang No 580 tahun 2000 daatpesn Walikota Malang

No 10 Tahun 2005 tentang penetapan lokasi usahadPkita malang,

Namun dengan adanya peraturan-peraturan yang dédabutkan diatas
tetap saja masih terjadi pelanggaran yang dilakukeh PKL, karena mereka
merasa tempat yang disediakan oleh pemerintah tdaidatangkan keuntungan
yang banyak seperti tempat berdagang yang senfiddatangan PKL (pedagang
kaki lima) di kota Malang yang jumlahnya semakim#asemakin banyak ini
menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kota nwalakehadiran PKL

merupakan suatu realitas social yang sering merkabypermasalahan penataan



fisik kota serta permasalahan lingkungan karenadiolkya menyalahi tata ruang
atau menyebabkan kekumuhan, kesemrawutan lalusliolan sebagainya.
Permasalahan ini yang dikhawatirkan akan mengur&egiginan wisatawan
untuk berkunjung di kota malang, yang pada akhijoga akan mengurangi PAD

(Pendapatan Asli Daerah) dari bidang pariwisata.

Berbagai usaha penertiban yang dilakukan oleh petabrkota Malang
telah dilakukan, salah satunya adalah dengan maimian lokasinya ketempat
lain yang telah disiapkan sebelumnya oleh pemédriktda. Namun kenyataan di
lapangan menunjukkan bahwa usaha pemindahan Ipgkésikasi) PKL ini sering
menemui kegagalan, dengan kembalinya PKL ke lols@snula atau tidak
ditempatinya lokasi baru yang telah disediakaretars Alasannya adalah karena
lokasinya tidak cocok untuk kegiatan PKL sertakid@njanjikan akses menuju
keberhasilan secara ekonomis (seperti yang telatarmjberikan oleh lokasi yang
lama). Gejala diatas membuktikan bahwa memang Idi@er suatu kesesuaian

antara kegiatan dan tempatnya.

Permasalahan ini pula yang menyebabkan pemerintih knalang
membuat kebijakan untuk mengatur dan menata PKdotd Malang. Kebijakan
ini dibuat bukan untuk mematikan lapangan pekerjasereka akan tetapi
kebijakan ini memiliki memiliki tujuan untuk mengaf menata, membina mereka
menjadi pedagang yang ulet dan mandiri serta mixajadkawasan PKL menjadi
kawasan wisata PKL, kebijakan tersebut adalah peratdaerah kota malang No
1 Tahun 2000 tentang pengaturan dan pembinaan $d€lg keputusan Walikota

Malang No 580 tahun 2000 dan peraturan WalikotaaW@INo 10 Tahun 2005



tentang penetapan lokasi usaha PKL di kota malpambagian wilayah yang

diperuntukkan bagi PKL dan wilayah yang bersih &dL.

Terkait permasalahan diatas, maka penelitian iertupuan untuk
mengkaji bagaimana usaha pengaturan dan pembinaag @ilakukan oleh
Pemerintah Kota Malang untuk menertibkan keberadB&h dengan cara

penetapan lokasi usaha yang baru atau relokasPdgdi kota Malang .

Dari Uraian diatas, penulis melakukan penelitian deenuangkan dalam
Judul : “IMPLEMENTASI PASAL 3 DAN PASAL 4 PERATURAN
DAERAH KOTA MALANG NO 1 TAHUN 2000 TENTANG
PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA Dl

WILAYAH KOTA MALANG” ( Studi kasus di Dinas Pasar K ota Malang)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam implem@aise 3 dan 4
Peraturan Daerah kota Malang No.1 tahun 2000rigrgangaturan dan
pembinaan pedagang kaki lima.

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan Imeigasi Pasal 3 dan 4
Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 TgriRamgaturan Dan
Pembinaan Pedagang Kaki Lima

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalanenmepkasi Pasal 3
dan 4 Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 206ftang

Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima



C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh hasil identifikasi dan analisisngenai bagaimana
implementasi Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah KotangldNo 1 Tahun
2000 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan PedagangLiaiii Dalam
peningkatan Tingkat Kesejahteraan PKL di Kota Mglan

2. Untuk memperoleh hasil identifikasi mengenai apangyamenjadi
hambatan dalam implementasi pasal 3 dan 4 PeratDemrah Kota
Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Dan PexabiPedagang
Kaki Lima

3. Untuk memperoleh hasil identifikasi dan analisigdmana upaya untuk
mengatasi hambatan dalam implementasi Pasal 3 &daraturan Daerah
Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Peambinaan

Pedagang Kaki Lima

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini dilakukan sebagai sarana pengemimatgari-teori di
bidang ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Adstiasi
Negara pada khususnya tentang implementasi Pakal 8 Peraturan
Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tentang Permatian
Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dengan tujuan peniagKBingkat
Kesejahteraan PKL di Kota Malang
b. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mampubenian
tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca

2. Manfaat Praktis



a. Bagi Pemerintah Kota Malang :
Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagabahan
wacana dan pengetahuan mengenai bentuk tanggungb jaw
Pemerintah Kota Malang bila peraturan daerah tats@terda No 1
Tahun 2000) mengalami kegagalan, serta sebaganbahsukan dan
pertimbangan dalam menentukan syarat-syarat dalambgrian
wilayah / lokasi usaha bagi PKL (Pedagang Kaki Lintkkota
Malang.

b. Bagi Masyarakat :
Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagabahan
wacana dan pengetahuan mengenai Implementasi Basin 4
Peraturan Daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 Tgrikabijakan
Pemerintah Kota Malang Dalam Pengaturan Dan PerfirfKL
dengan tujuan peningkatan Tingkat Kesejahteraan RKLKota
Malang

c. Bagi Mahasiswa :
Sebagai Referensi dan rujukan serta bahan bacaanmadasiswa
pada umumnya, khususnya bagi Mahasiswa ilmu hukomnsdatrasi
Hukum Administrasi Negara yang sedang mempelajaplémentasi
Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah Kota Malang No Lnr&®©00
Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki dengan

tujuan peningkatan Tingkat Kesejahteraan PKL diakidalang.



E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman keseluruhan hasilitpnéni, baik dari

segi materi maupun penyusunan, maka penulis menmdisetmatika sebagai

berikut

BAB I :

BAB Il :

BAB Il

BAB IV

BAB V:

PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang menguraikan latar bejak@ang akan
dipecahkan untuk mencari solusi dalam penelitigndari latar belakang
permasalahan tersebut akan ditarik rumusan madailaian penelitian,
dan manfaat penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang tinjauan umum tegtgerijinan,

tinjauan umum tentang konsep pembangunan, tinjauanm tentang
Pedagang Kaki Lima, dan tinjauan umum tentang germa dan

pembinaan pedagang kaki lima.

: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi jenis dan pendekatan penilitian,igedan sumber data,
teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisig dktn sistematika
penulisan.

: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang permasalahan hukung ggambil penulis
dalam penelitian ini yaitu implementasi pasal 3 dgeraturan daerah
kota malang no.1 tahun 2000 tentang pengaturanp@ambinaan
pedagang kaki lima.

PENUTUP



Bab penutup berisi kesimpulan-kesimpulan dan ssaaan sehubungan
dengan permasalahan yang akan diangkat dalam gamusikripsi ini

yang diambil dari hasil pembahasan secara keseloruh

p1-e-qn-A1031s0daJ VAVIIMYYS (@&,

SVLISYIAINDN



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah

Didalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dijelablednwa
pemrintah daerah adalah penyelenggaraan urusanip&heleh pemerintah
daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRDuroeasas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasylaatalam sistem dan

prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Otonomi daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiaarad otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan sendiri unpsarerintahan dan

kepentinagn masyarakat setempat sesuai denganna@rgerundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, daerah orgraphak-hak

sebagai berikut :

a. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya.

b. Memilih pimpinan daerah

c. Mengelola aparatur daerah

d. Mengelola kekayaan daerah

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber diaya dan sumber

daya lainnya yang berada di daerah.



g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peratpeanndang-
undangan.
Sedangkan kewajiban-kewajiban yang harus diperadradh dalam

menjalankan otonomi meliputi;

a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesadaarkerukunan
nasional, serta keutuhan Negara kesatuan Republdnesia

b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

c. mengembangkan kehidupan demokrasi

d. mewujudkan keadilan dan pemerataan

e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan

f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

g. menyediakan fasilitas social dan fasilitas umumgylayak

h. mengembangkan sistem jaminan social

I. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah

J. mengembangkan sumber daya produktif di daerah

k. melestarikan lingkungan hidup

|. mengelola administrasi kependudukan.

m. Melestarikan nilai social budaya

n. Membentuk dan menerapkan peraturan dan perundatajigan sesuai
dengan kewenangannya.

0. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perugedamdangan.



Penyelenggaraan atas desentralisasi menghasilkaahdatonom,
sedangkan urusan yang diserahkan kepada daeramoi@mg menjadi hak atas

wewenangnya disebut otonomi daerah.

Menurut muslimin dalam bukunya yang berjudul lefgiperkembangan
otonomi daerah menjelaskan bahwa otonomi beramiepatah sendiri. Otonomi
berarti kemandirian sebagaimana dikemukakan bagmmia dalam bukunya yang
berjudul Hubungan antara pusat dan daerah menlwt 1945bahwa otonomi
mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan oresgirusan (rumah

tangga) sendiri.

Pada bagian lain bahwa kebebasan dan kemanditizam déonomi bukan
kemerdekaaonafhankelijheid independendyebebasan dan kemandirian itu
adalah dalam ikatan kesatuan yang lebih besar.odtosekedar subsistem dari
sistem kesatuan yang lebih besar. Dari segi huktisNegara khususnya teori
bentuk Negara otonomi adalah subsistem dari Ndgaauan. Otonomi adalah
fenomene negara kesatuan. Segala pengertian dannsimi adalah pengertian
dan isi negara kesatuan. Istilah otonomi dikenakb#pa macam, yaitu antara

lain:®

a. Otonomi Seluas-luasnya, dapat diartikan sebagadhak
kewenangan daerah untuk menyelenggarakan rumagaaysy
yang seluas-luasnya. Bila demikian maka ini lalunjae

kekuasaan mutlak dari pada daerah.

® Pide Mustari, 1999, Otonomi Daerah dan Kepala &tadtemasuki Abad XXI, Jakarta:
Gaya Media Pratama, hal 42.



b. Otonomi Riil, bahwa pemberian otonomi kepada dabeahslah
didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perigamdan
tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian yang bbeaar dapat
menjamin daerah yang bersangkutan secara nyataumamp
mengurus rumah tangga sendiri.

C. Otonomi yang bertanggung jawab, pemberian otontntienar-
benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan
pembangunan yang tersebar di pelosok negara daai se¢su
tidak bertentangan dengan pengarahan yang telahildih,
sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bamgsgamin
hubungan yang serasi antara pemerintah pusat éaahdserta
dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan petaiediaerah terdiri
atas:
a. Urusan wajib
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintabanath
untuk kabupaten atau kota merupakan urusan yasgdiar

kabupaten atau kota yang meliputi:

1. perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasangaatp

3. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramasyarakat

4. penyediaan sarana dan prasarana umum

5. penanganan bidang kesehatan



6. penyelenggaraan pendidikan

7. penangggulangan masalah sosial

8. pelayanan bidang ketenagakerjaan

9. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kol menengah

b. Urusan pilihan
Urusan pemerintah kabupaten atau kota yang bepsiitaéin
meliputi urusan pemerintah secara nyata ada daotessi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kdcekbasan,

dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Pembangunan

1. Pembanguan Nasional

Pembangunan secara umum adalah rangkaian usaha judkau
pertumbuhan dan perubahan secara terencana daryaadalitempuh oleh suatu
Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pearbibangsa (nation

building).

Di Indonesia proses atau program pembangunan dilderegan istilah
pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalabapgunan manusia
seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat. ddag@gmbangunan ini
mengandung makna bahwa pembangunan nasional menrgsgaimbangan,

keserasian, dan keselarasan antara kemajuan kaldaa kepuasan batiniah.



Pembangunan nasional yang berkesinambungan diaralitak meningkatkan
kualitas hidup bangsa, sehingga senantiasa mampuwjoakan ketentraman dan

kesejahteraan hidup lahir dan batin.

Selanjutnya pembangunan nasional harus diseleri@ggasecara merata di
seluruh Negara, bagi seluruh masyarakat, dan bdikajkan untuk kepentingan
sesuatu golongan atau kelompok. Hasil pembanguasiomal harus benar-benar
dirasakan oleh seluruh lapisan rakyat dalam beparkngkatan taraf hidup dan

kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Pembangunan Perkotaan

Kebijaksanaan pembangunan perkotaan terus berkegara bertahap dan
berencana menurut pola pengembangan wilayh bek#dasauatu rencana tata
ruang yang menyeluruh meliputi pengamatan kotaendiri, dan kota-kota yang
berdekatan. Pelaksanaan akan disesuaikan dengansumgp dikaitkan dengan
fungsi hirarkis kota yang bersangkutan sebagaitmedayanan berbagai jasa bagi

pengembangan wilayah yang dilayaninya.

Secara keseluruhan bentuk-bentuk usaha yang ddakamtara laih

a. Peningkatan kualitas hidup masyarakat kota terutdragi golongan
masyarakat rendah, seperti pembangunan sederlaaidag air bersih dan
lain-lain;

b. Program penyehatan lingkungan pemukiman sepertemysaluran air
hujan. Sistem air buangan, sistem pengumpulan darbpangan sampah,
dan pengamanan kota dari kebakaran;

c. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan pellmp kegiatan
pembangunan perkotaan kepada pemerintah daeraltant@ruyang
berkaitan dengan pelayanan kota yang bersifat;local

® Wijaya, Ilham, tipe-tipe usaha masyarakat kota62Q@ww.kompas.coin diakses pada
tanggal 26 Februari 2010




d. Penyusunan tata ruang dan tata kota, penyusunaijpkeeb nasional
pertanahan perkotaan;

e. Pembinaan kegiatan non formal daerah perkotaanunké&giatan sektoral
maupun program pemerintah daerah sendiri;

f. Program pendidikan aparatur Negara;
g. Peningkatan status kota;

h. Peningkatan lapangan Kkerja, sekaligus meningkatkaraf hidup
masyarakat perkotaan dan mendorong kegiatan berusah

I. Penyusunan rencana perundang-undangan perkotaan;

Pembanguanan perkotaan cenderung identik dengakenpeangan
wilayah kota yang sangat menekankan pada aspek-dspk saja, seperti
pembangunan prasarana dan perluasan wilayah kettuaPan wilayah kota
sesungguhnya merupakan tuntutan terhadap adany#ukeb yang semakin
meningkat akan prasarana serta pemikiran tentarigaghgang berkaitan dengan
pemeliharaan, perencanaan dan penataan kota. Revkgam kota mempunyai

dua aspek, yaifu

a. Aspek yang menyangkut perubahan-perubahan yangetkiaki dan yang

dialami oleh warga kota;
b. Aspek yang menyangkut perluasan kota;

Pembangunan sarana dan prasarana kota merupakganigamutlak bagi
masyarakat kota serta sangat bersifat strategisusinya pada pembentukan
pusat-pusat pembangunan yang mempunyai fungsi ngentbaik dalam
pembangunan wilayah maupun dalam rangka pembentdean kesatuan

ekonomi social yang dicita-citakan.

" Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan Kosepnsi dan strategi, Gunung
Agung. Jakarta. 1990, him 56



3. Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima (PKL)

Salah satu bentuk sektor informal yang dikaji ldhaijut adalah Pedagang
kaki Lima (PKL), karena pedagang kaki lima dikateign sebagi jenis pekerjaan
yang penting dan relative khas, khususnya sebasmhau kecil-kecilan yang
kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL)die mengarah pada konotasi
pedagang barang dagangan dengan menggelar tigarggjir jalan, atau dimuka-
muka toko yang dianggap strategis. Terdapat puteles®mpok pedagang yang
berjualan dengan menggunakan kereta dorong darkkiskecil. Oleh karena itu
menurut kartond“masyarakat lazim menyebutnya sebagai pedaganiglikek .
Latar belakang seseorang menjadi Pedagang kaki L{RL) menurut

Alisjahbana adalah kareha

a. Terpaksa ; terpaksa karena tidak ada pekerjaantkipaksa karena
tidak mendapatkan pekerjaan di sektor formal, tespaharus
mencakup kebutuhan hidup diri dan keluarganya,atesp karena
tidak mempunyai tempat yang layak untuk membukahaisalan
terpaksa karena tidak mempunyai bekal pendidikandadal yang
cukup untuk membuka usaha formal,

b. Ingin mencari rejeki yang halal daripada harus mdehkan
tangan, merampok, atau berbuat criminal lain;

c. Ingin mandiri dan tidak bergantung pada orang l@masuk
tidak bergantung pada orang tua;

d. Ingin menghidupi keluarga, memperbaiki taraf hidbpkan
hanya sekedar pekerjaan sambilan;

e. Karena didesa sulit mencari penghasilan;

Sebagaimana dikutip oleh Soetandyo wignjosoebratovh :

8 Agus, Kartono, KarakteristikPedagang Kaki LimaQ@0(www.hukumonling diakses
pada tanggal 26 Februari 2010
® Alisjahbana, marginalisasi Sektor Informal Perkotza2006, Surabaya, ITN press him
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Para pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan lgapdagangannya
diberbagai sudut kota sesungguhnya adalah kelommaslyarakat yang
tergolong marginal, dan tidak berdaya. Dikatakaargmal, sebab
mereka rata-rata tersisih dari arus kehidupan ¢tatebahkan ditelikung
oleh kemajuan kota itu sendiri. Sedangkan dikatatk@dak berdaya,
karena mereka biasanya tidak terjangkau dan tiddikndungi oleh
hukum, posisi bargaining (tawar-menawar)-nya lemaddm acapkali
menjadi objek penertiban dan penataan kota yangatakg bersifat
represif.

Pasal 1 ayat e Peraturan Daerah Kota Malang Ndmdahun 2000
menyebutkan bahwa : Pedagang Kaki Lima adalah Redagang melakukan
usaha perdagangan non formal dengan menggunakan tahbuka dan atau
tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukdeh dPemerintah Daerah
sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan meaiggu peralatan bergerak

maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telahtditen°

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kegiataiha Pedagang
Kaki telah terdapat di dalam pasal 3 dan 4 tahuw02@ntang pengaturan dan
pembinaan PKL, disamping ketentuan yang telah apietn tersebut, dalam
kawasan dan perijinan ada beberapa anjuran atabbaban, pertimbangan,
fasilitas dan kewajiban yang diberlakukan kepada p&L antara lain:

a. Kepala Daerah mempertimbangkan kepentingan-kemamtinumum,
social, pendidikan, ekonomi, kebersihan, ketertibkeamanan, dan
kenyamanan di lingkungan sekitarnya.

b. Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PADpakia para
Pedagang Kaki Lima dihimbau dalam menjalankan kagiasahanya

agar mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah.

19 peraturan daerah kota Malang nomor 1 tahun 20@artg pengaturan dan pembinaan Pedagang
Kaki Lima di wilayah kota Malang



c. Untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagand.idaki kepala
daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam hal iratkjDinas Pasar
berkewajiban melakukan pendataan dan memberikabipaan dan

penyuluhan secara berkesinambungan.

d. Setiap Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleldari kepala
daerah, diwajibkan untuk membayar retribusi sekei@ntuan yang

berlaku.

Adapun sanksi yang diberikan kepada para PKL yaslgkakan pelanggaran:

a. Setiap Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peratiaarah atau
ketentuan-ketentuan lain dalam surat ijin, diangéana kurungan
selama-lamanya selama 6 (enam) bulan atau dendggdingginya Rp.
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan atau tidekampas barang
tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan aham peraturan

perundang-undangan.

b. Disamping ancaman pidana tersebut, kepala daexalpajabat yang
ditunjuk secara khusus berwenang untuk membongkegatempat usaha

kegiatan Pedagang Kaki Lima

c. Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana yangukin para Pedagang
kaki lima dapat dilakukan oleh penyidik pegawaieregipil (PPNS) di

lingkungan pemerintah daerah.



2. Hak-hak Pedagang Kaki Lima (PKL)
Walaupun tidak ada pengaturan khusus tentang HakPledagang Kaki
Lima (PKL), namun kita dapat menggunakan beberapau hukum yang dapat
dijadikan landasan perlindungan bagi pedagang khkia. Ketentuan

perlindungan hukum bagi para Pedagang Kaki Limadiailah :

a. Pasal 27 ayat (2) UUD 45 “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemaarusia

b. Pasal 11 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manasi “ setiap
orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarny& turtibuh dan
berkembang secara layak.”

c. Pasal 38 UU nomor 39/1999 mengenai Hak Asasi Manasi

(1) “ Setiap warga Negara, sesuai dengan bakat, keaakdpn
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak;

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekeyaag di
sukainya dan ....”

d. Pasal 13 UU nomor 9/1995 tentang usaha kecil “ Pemerintah
menumbuhkan iklim usaha dalam aspek perlindungagate menetapkan
peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaak untu
i. menentukan peruntukan tempat usaha yang meppuatberian lokasi di

pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industriadolpertanian rakyat,
lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wagai pedagang kaki

lima , serta lokasi lainnya.



ii.memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembdbengan adanya
beberapa ketentuan diatas, pemerintah dalam memyfikmomena
adanya pedagang kaki lima , harus lebih mengutamaleamegakan

keadilan bagi rakyat kecil.

Walaupun didalam Perda K3 (Kebersihan, Keindaham Hetertiban)
terdapat pelarangan Pedagang Kaki Lima untuk Hanudi trotoar, jalur hijau,
jalan, dan badan jalan, serta tempat-tempat yakgrbperuntukkannya, namun
pemerintah harus mampu menjamin perlindungan damemehi hak-hak

ekonomi pedagang kaki lima

3. Hak-hak PKL ketika dilakukan pembokaran

Fenomena dalam pembongkaran para PKL ini sangak tidanusiawi.
Pemerintah selalu menggunakan Kkata penertiban dalamlakukan
pembongkaran. Sangat disayangkan ternyata didalatakaokan penertiban
sering kali terjadi hal-hal yang ternyata tidak iwemminkan kata-kata tertib itu
sendiri. Kalau kita menafsirkan kata penertibanaitialah suatu proses membuat
sesuatu menjadi rapih dan tertib, tanpa menimbuk&ltacauan atau masalah
baru.

Pemerintah dalam melakukan penertiban sering kiak tmemperhatikan,
serta selalu saja merusak hak milik para pedagakglikna atas barang-barang
dagangannya. Padahal hak milik ini telah dijamiehoUUD 45 dan Undang-
Undang nomor 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manu3iantaranya
berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 28 G ayat (1) UUD 45, berbunyi “ setiap grdrerhak atas

perlindungan diri pribadi; keluarga; kehormatanytaiaat; dan harta benda



yang dibawah kekuasaannya , serta berhak atas aasan dan

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbtei tidak berbuat

sesuatu yang merupakan hak asasi.”

b. Pasal 28 H ayat (4) UUD 45, berbunyi “ setiap orbecghak mempunyai
hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak bloldiambil alih secara
sewenang-wenang.”

c. Pasal 28 | ayat (4) UUD 45, berbunyi “ perlindunggremajuan;
penegakan; dan pemenuhan hak asasi manusia adalghubg jawab
Negara terutama pemerintah.”

Sedangkan didalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1868genai

HAM, berbunyi sebagai berikut :

a. Pasal 36 ayat (2) berbunyi “ tidak seorang pun tbalgampas hak
miliknya dengan sewenang-wenang.”

b. Pasal 37 ayat (1) berbunyi “ pencabutan hak miids &esuatu benda
demi kepentingan umum; hanya dapat diperbolehkamgaie
mengganti kerugian yang wajar dan segera diperkaleldengan
mengganti kerugian yang wajar dan serta pelaksayaasesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Pasal 37 ayat (2) berbunyi “ apabila ada sesuatdeééerdasarkan
ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dinhksmaatau
tidak diberdayakan baik itu untuk selama-lamanyaupna untuk
sementara waktu, maka hal itu dilakuakan dengarggsenti kerugian.

d. Pasal 40 berbunyi “ setiap orang berhak untuk bgyét tinggal serta

berkehidupan yang layak.”



Pemerintah didalam melakukan penertiban harusnyapahatikan dan
menjunjung tinggi hak milik para PKL atas baranggategannya. Ketika
pemerintah melakukan pengrusakan terhadap hak pelik PKL ini, maka ia
sudah melakukan perbuatan melanggar hukum, yakenken yang terdapat

dalam hukum pidana dan juga ketentuan yang terdigi@tm hukum perdata

Adapun ketentuan yang diatur didalam hukum pidaizdad :

Pasal 406 ayat (1) KUHPidana berbunyi : “ Barang siapa dengan
sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, nk&karsamembuat
sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilanglsesuatu barang
yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang dihukum
penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan.”

Sedangkan ketentuan yang diatur didalam hukum fzerga adalah :

Pasal 1365 berbunyi : “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang
membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orglagg karena
salahnya menerbitkakerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Bagaimana kita mau menegakkan suatu hukum danl&eaéetika cara
(metode) yang dipergunakan justru melawan hukunmunAglasannya PKL ini
tidak dapat disalahkan secara mutlak. Harus diaiga memang benar bahwa
PKL melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhda@a@ntuan yang ada
didalam perda. Akan tetapi pemerintah juga telaliako&an suatu perbuatan
kejahatan ketika ia melakukan pengrusakan atasnildgkbarang dagangan PKL,
dan pemerintah juga harus mengganti kerugian aemb dagangan PKL yang

dirusak.



Pemerintah belum pernah memberikan suatu jaminag yasti bahwa
ketika para PKL ini di gusur, mereka harus berjunath tempat seperti apa.
Jangan-jangan tempat yang dijadikan relokasi pafh Rersebut, ternyata
bukanlah suatu pusat perekonomian. Sekarang injuaesiaan pusat kegiatan
perekonomian justru di berikan pada pasar-pasariigrct atau pasar modern
dengan gedung yang tinggi serta ruangan yang bePAfa pedagang kecil hanya
mendapatkan tempat pada pinggiran-pinggiran dagiaken perekonomian

tersebut.

D. Tinjauan Umum tentang Pengaturan dan Pembinaan &dagang Kaki

Lima (PKL)
1. Pengertian Pengaturan dan Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Perabinaerasal dari
kata “Bina” yang artinya sama dengan “bangun”. jemhbinaan dapat diartikan
sebagai pembangunan yaitu mengubah sesuatu sehmgggdi baru yang
Menurut Dinas Pasar dan Satpol PP Kota Malang Rexabi merupakan upaya
untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan dan dagt'saemiliki nilai-nilai

yang lebih tingdi®.

Berdasarkan pada pengertian pembinaan sepertibtérgBatas, maka
pembinaan Pedagang Kaki Lima, diartikan sebagai lmeeikan pengarahan,
bimbingan dan juga melakukan pengaturan dan persgewaterhadap
perkembangan PKL sehingga keberadaa PKL dapat nmikatemanfaat bagi

kehidupan social perkotaan tanpa harus menjadiryrestigganggu kenyamanan

1 Staff Dinas Pertamanan dan Sektor Informal Malang
12 pjus Partanto. Dkk, Kamus Besar Bahasa Indon&giala, Surabaya, 2007, him 581



warga kota. Sedangkan A. Mangunhardjana (1986:)ddfinisikan pembinaan
dalam konteks manajemen yang berarti makna danep@ng yang terungkap
masih sekitar persoalan pengelolaan untuk mendegsai yang terbaik. Menurut

Joko Widodo Pembinaan adatih

“Suatu proses belajar dengan menjelaskan hal-hatgydaru yang belum
dimiliki, dengan tujuan membantu orang yang memiga, untuk
membetulkan dan mengembangkan pengetahuan danakacakaru untuk

mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang dijedacara efektif”.

Dari definisi tersebut, pembinaan yang dilakukanrtupean untuk
meningkatkan sikap dan ketrampilan dengan harapampu mengangkat nasib
dari objek yang dibina. Dalam pembinaan, dilatihtuknmengenal kemampuan
dan mengembangkannya agar dapat memanfaatkanrgia gEmuh dala bidang

hidup atau kerja mereka.

2. Arah Pembinaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pertamdan sektor informal
kota Malang per Januari 2010, jumlah Pedagang Kaka yang ada di kota
Malang ada 19.080 pedagang dengan 206 titik lokasig ada. Kemudian
Pedagang Kaki Lima tersebut dibagi menjadi Pedadfalg Lima Binaan, dan
Pedagang Kaki Lima non binaan. Jumlah Pedagang Kala Binaan ada 8902
pedagang , sedangkan jumlah pedagang kaki lima bioaan ada 11.078

pedagang.

13 Dr. Joko Widodo, Analisis Kebijakan Publik, Bayedia, malang, 2006, him 79



Data ini akan terus berkembang oleh karena kosdsial, ekonomi yang
kurang menentu, kesempatan kerja dari sektor foyaaQj sangat minim juga
factor dari akibat dampak krisis financial secglabal yang ikut menentukan
nasib para pedagang. Dari data diatas kita bisahatebahwa jumlah sektor
informal, khususnya pada Pedagang Kaki Lima (PKlLkada Malang, baik itu
pedagang kaki lima yang telah dibina maupun pedagang belum dibina sangat
banyak sekali jumlahnya. Agar keberadaan merek tiengganggu kenyamaan
kota, maka dalam menangani PKL perlu mencari sgiusg bijak dan bijaksana,
karena jika Pemerintah Daerah melakukan penggusonmampun pemushahan
lokasi tanpa memberi jalan keluar dengan membempét/ lokasi yang memenuhi
syarat, sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekd&eoakyatan yang selama
ini Indonesia anut. Sektor ini membutuhkan perimatiang lebih baik lagi dari
pihak pemerintah, oleh karena itu, jalan yang i&rbatuk menangani sektor ini

adalah melalui pengaturan dan pembinaan.

Namun pembinaan sektor informal ini juga memilikantbak negative
dalam kaitannya dengan gejala urbanisasi. Sebab bipaan yang
menguntungkan sektor informal ini akan memancingng+orang desa lainnya
masuk ke sektor informal perkotaan. Hal ini akamamebah beban urbanisasi
yang dihadapi kota . oleh karena itu, program peadn sektor informal harus
dijalankan secara terpadu dengan pembinaan penekanalan sektor informal
dipedesaan agar pembinaan itu tidak menjadi boomgetmgi maksud baik

pembinaan itu sendiri.



3. Langkah-langkah Pembinaan

Pembinaan dalam sektor informal bukan hanya merkyangereka yang
menggeluti bidang PKL, melainkan juag organ pentahan yang ada didalam
instansi yang terkait dengan bidang tersebut. ®Rkna itu, aktivitas-aktivitas
program pembinaan Pedagang Kaki Lima dapat dikebbkam ke dalam empat

pendekatan yait(:

a. Mendorong sektor-sektor yang ada menjadi formal. L PK
diorientasikan nantinya dapat mendirikan toko-tglamg permanent.
Untuk itu tentu diperlukan dukungan moral dan kEtihmanagerial
serta pengetahuan teknis. Pendirian toko-toko pmentatentunya
didirikan pada tempat-tempat-tempat yang memangsudiwntuk
menampung pedagang-pedagang informal. Misalnyaar pamisat-
pusat perbelanjaan modern, dan lain-lain. Dengamikian
penempatan mereka harus dibekali dengan penyulpgryuluhan
yang berkaitan dengan bidang usahanya masing-masetelah
mendapatkan bimbingan dan binaan, dalam jangkauwaktentu
diharapkan usaha PKL menjadi lebih maju dan beasselita mampu
untuk pindah ke pasar-pasar atau toko-toko sesumgjath jenis barang
dagangannya. Peningkatan ini disamping meningkakeamampuan
dan penghasilan tenaga yang bersangkutan, jugaemergd untuk
menambah kesempatan kerja dan lebih mudah dicalbaigai wajib
pajak.

b. Meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor inforRial dapat
dibantu melalui penyediaan bahan baku atau membeaglincaran
pemasaran. Selain itu, untuk menambah kebersihankdeantikan
wilayah yang dihuni oleh para Pedagang Kaki Limamerintah
daerah dapat membantu dengan memberikan gerobaksatagam
khusus bagi para PKL, dengan bentuk, ukuran, dankbias lainnya.
Selain itu untuk meningkatkan kemampuan dalam usBHKa,
hendaknya sewa atau pungutan uang yang dilakukamerpeah
daerah harus benar-benar menciptakan keadilan uméiskng-masing
PKL.

c. Dilakukan relokasi yaitu penempatan para PKL ditokdaru,
penempatan PKL dilokasi yang baru ini dianggapipgrikarena PKL
sering dianggap menimbulkan masalah kerugian saozisalnya
kemacetan jalan. Namun penempatan ini perlu dipbeingkan factor
konsumen dan kemampuan penyesuaian lokasi baru Yizap

14 Alisjahbana, Op. Cit., him 95



berusaha di sektor petugas, akan tetapi dipihakyang tidak kalah
pentingnya adalah konsistensi penerapan pengaturaupun
pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah seeskalb.

d. Dalam penanganan usaha sektor informal adalah riekea usaha
yang sama sekali tidak mempunyai prospek di bidasgha lain.
Pendekatan ini bagi PKL, tidak sepenuhnya sesumienia yang
diharapkan olenh PKL biasanya bukan pengalihan usatau
penggantian bidang usaha melainkan peningkatanausaéreka.
Bidang usaha PKL ini dipandang masih mempunyai galosuntuk
lebih maju. Dari uraian diatas, maka peneliti menigia kesimpulan
bahwa aktivitas-aktivitas program pembinaan dangpeman PKL
dapat dilakukan dengan mendorong sektor informatjadke formal,
meningkatkan kemampuan dalam usaha sektor inforseta
menyediakan lokasi baru bagi para PKL pasca péaertiPKL,
dengan tetap memperhatikan kondisi dan potensi PKL.

E. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Pasal 90 Undang-undang Republik Incohesnor 32 tahun
2004 tentang pemerintah daerah menyatakan bahwak‘iumembantu kepala
daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggasartiidan umum dan
ketentraman masyarakat maka dibentuklah SatuansiP8&amonh Praja”.
Keberadaan Satpol PP dibutuhkan guna membantu &epalerah dalam

melaksanakan penyelengggaraan pemerintahan umupedaranguan daerabh.

Pengertian Satpol PP menrurut peraturan PP 32/28@tang pedoman
Satpol PP, pengertian satpol PP adalah perangkaterpgah daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dagrtikeh umum serta
menegakkan peraturan daerah yang diatur dalam pasait 4. sedangkan dalam

pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa Polisi Pamong Rwdgéah aparatur pemerintah



daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalamelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umuemegakkan peraturan

daerah dan keputusan kepala daerah.

2. Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Bahwa dalam melaksanakan tugas yang diembannyanspoblisi pamong

praja menyelenggarakan fungsi;

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentramaket&tiban umum,

penegakan peraturan daerah dan keputusan kepatdnae

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelexaggdetentraman

dan ketertiban umum di daerah.;

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daemakedatusan kepala

daerah.;

d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelexag&etentraman
dan ketertiban umum serta penegakan peraturanhjaeautusan dengan
aparat kepolisian Negara, penyidik pegawai neggili(®PNS) dan / atau

aparatur lainnya;

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dsaatmperaturan

daerah dan keputusan Kepala daerah.

3. Wewenang Satpol Polisi Pamong Praja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya polisi panpaga mempunyai

wewenang:



Menertibkan dan menindak warga masyarakat ataunbadé&um yang

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat lmdan hukum
yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerakegatusan kepala

daerah.

Melakukan tindakan represif non yustisial terhadapga masyarakat atau
badan hukum yang melakukan pelanggaran atas pematlmerah dan

keputusan kepala daerah.

Sedangkan kewajiban dari Polisi Pamong Praja dat@njalankan tugasnya

adalah sebagai berikut :

. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, halsiasenusia dan

norma-norma social lainnya yang hidup dan berkemloiamasyarakat;

. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarngag dapat

mengganggu ketentraman dan ketertiban umum,;

. Melaporkan kepada kepolisian Negara atas ditemwylarastau patut

diduga adanya tindak pidana;

. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atatgdtiga adanya

pelanggaran terhadap peraturan daerah dan kepltegala daerah.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomdilhun 2006

tentang pembentukan, kedudukan tugas pokok, fupgsiisunan organisasi,

pakaian dinas, perlengkapan, dan peralatan Sataksi Pamong Praja maka



Satuan Pamong Praja merupakan perangkat daerai,dy@mpin oleh seorang
Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggunigjavegpada walikota

melalui sekretaris daerdh

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokeketihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umuemegakkan peraturan

daerah, peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

F. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas Hukum

SoerjonoSoekanto berpendapat bahwa penegakan hukum sehsgai
proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskaegj menyangkut
membuat keputusan yang tidak secara ketat diagrl@idah hukum, akan tetapi
membuat unsure penilaian pribadi, dan pada hakgkatiskresi berada diantara
hukum dan moral® Atas dasar penilaian tersebut dapat dikatakan &ahw
gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjagpabila ada
ketidakserasian antara “tritunggal”’, nilai, aidabndpola perilaku. Gangguan
tersebut dapat terjadi apabila ada ketidakserasaatara nilai-nilai yang
berpasangan, menjelma di dalam kaidah-kaidah yangjnbpang siur, dan pola
perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaiamapt&n hidup. pada

dasarnya masalah penegakan hukum terletak padaor-faktor yang

!5 peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 200uteg pembentukan,
kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan OrganiBalsaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan
Satuan Polisi Pamong Praja.

'8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang MempengaPamiegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 7.



mempengaruhinya.adapun faktor-faktor yang mempehgarenegakan hukum

adalah sebagai berikut:

(1

2.

faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini terbatasgpaddang-undang.

faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang memdenmaupun
menerapkan hukum.

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung persegaikkum.

faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukurseteut berlaku atau
diterapkan.

faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil cipta daa yang didasarkan pada
karsa manusia didalam pergulan hid{p.

Menurut Lawrence Friedman, ada 3 komponen dalatensifukum yaitu

komponen struktur, substansi dan budaya huklietiga komponen ini berada

dalam 1 proses interaksi satu sama lain dan memibesuatu totalitas yang

disebut sistem hukur.

Menurut Satjipto Raharjo ketiga komponen ini addamponen substansi

yang merupakan norma-norma hukum yang berpa paraparundang-undangan,

doktrin dan keputusan. Sedangkan komponen strukrupakan institusi yang

ditetapkan oleh substansi ketentuan hukum untukkeahakan, menegakkan dan

menerapkan ketentuan-ketentuan huKfnStruktur hukum adalah pola yang

memperlihatkan bagaimana hukum dijalankan menustérituan formal artinya

pola tersebut menggambarkan bagaimana perbuatamgHuthdang, aparat yang

7 Ibid, hal 8.

8 Budi Agus Riswandi,dkk, HKI dan Budaya Hukum, h&lL.
19 bid.

% Satjipto Raharjo, lImu Hukum, hal 84.



menerapkan proses hukum itu berjalan dan dijalafk&omponen yang ketiga
adalah budaya hukum yang terdiri dari nilai-nilandsikap-sikap yang merupakan
pengikat sistem serta menentukan tempat sistem niuikw ditengah-tengah

bangsa secara keselurutfan.

Penentuan efektif atau tidak kinerja hukum testuérletak pada aparat
penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan dakamini adalah
kalangan penegak hukum yang secara langsung bewkecg dalam bidang
penegakan hukum yang tidak mencalaps enforcementakan tetapipeace
maintance kalangan tersebut juga mencakup mereka yangdasrikehakiman,
kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan keperakay@an. Menurut Sorjono
Soekanto halangan yang mungkin dijumpai pada ppaergeranan yang
seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukwmhkin berasal dari

dirinya sendiri atau lingkungan.

Ada beberapa factor yang berpengaruh dalam peaedalkkum apabila

ditinjau dari peran aparat penegak hukum, y&itu:

pemberian teladan terhadap kepatuhan hukum;

sikap yang lugas;

penyesuaian peraturan yang berlaku dengan teknologi
penerangan;

penyuluhan tentang peraturan yang berlaku padaarest;

OO0l bW gt

memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk rhema peraturan
yang berlaku.

*! |bid, hal 86

?2 |bid

%% |bid, hal 89

24 Munir Fuadiy, Aliran Hukum Kritis, Citra Aditya Bei, Bandung, 2003, hal 46.



Selain factor dari penegak hukum sendiri, factargymenentukan efektif
atau tidaknya hukum tertulis dimasyarakat adalategakan hukum yang berasal
dari masyarakat sendiri, dan tujuan untuk mencdemlamaian di dalam
masyarakat. Sehingga yang terpenting adalah tingkptuhan masyarakat
terhadap ketentuan yang telah digariskan dan miekgaditusan bersama. Hal ini
tampak dari program resmi yang diterapkan, misaprggram penyuluhan suatu
produk hukum tertulis. Akibat yang positif dari hali adalah kemungkinan
bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yastgnpengena hak-hak

dan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum

5 |bid, hal 45.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah empirik dengan mengkama Metode
pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode untekghkaji Implementasi Pasal 3
dan 4 Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 Tentangakehbi Pemerintah Kota
Malang Dalam Pengaturan Dan Pembinaan PKL untukngkatan Tingkat

Kesejahteraan PKL di Kota Malang

B. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan di kota Malang khususnya Kantor Dinas
Pertamanan kota malang. Penulis memilih Kota Malkagna Kota Malang
masih dalam proses menuju kota Metropolitan yanghaméactor industri
memegang peranan penting dalam perkembangan kataniHsalah satu factor
yang mengakibatkan Pedagang Kaki Lima (PKL) tumdain berkembang pesat
di Kota Malang, selain itu pemerintah Kota Malaeglang bertindak aktif dalam
usaha pengaturan dan penertiban PKL, dimana di iatang mempunyai Dinas
yang mempunyai fungsi dalam mengatasi masalah pgagadan pembinaan
PKL, yaitu Dinas Pasar Kota Malang.

C. Jenis Dan Sumber Data

1.Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian yuridis sogisl ini adalah jenis
data primer dan sekunder.

e. Data primer



Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikurkaol langsung
dilapangan atau diperoleh langsung dari sumberygleni meliputi data tentang
efektifitas Pelaksanaan pasal 3 dan 4 Peraturamald&®ota malang No 1 Tahun
2000 tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang L@k (PKL) serta
keputusan Walikota Malang No 580 tahun 2000 daatpean Walikota Malang
No 10 Tahun 2005 tentang penetapan lokasi usaha &Kkota malang,
pembagian wilayah yang diperuntukkan bagi PKL daayah yang bersih dari
PKL, serta hambatan-hambatan dan upaya yang dihatidp Pemerintah Kota
Malang untuk mengoptimalkan Pasal 3 dan 4 Peratdaanah No 1 tahun 2000
Kota Malang tentang pengaturan dan pembinaan Peda€gki Lima (PKL) ke
dalam masyarakat Umum khususnya pada PKL itu sendir

f. Data sekunder

Data sekunder menggunakan data yang diperoleh umelsiudi
kepustakaanliprary search), yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-
undangan, berbagai jurnal-jurnal dari buku literatikarya ilmiah para sarjana
yang berkaitan dengan materi, yang terkait dendahktifitas pasal 3 dan 4
peraturan daerah Kota Malang No 1 Tahun 2000 tgngaengaturan dan
pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Data sekunddand penelitian ini
berupa kumpulan peraturan daerah kota malang YRetaturan daerah Kota
Malang No 1 Tahun 2000 serta keputusan Walikotaaht@INo 580 tahun 2000
dan peraturan Walikota Malang No 10 Tahun 2005atemtpenetapan lokasi
usaha PKL di kota malang, pembagian wilayah yapgrdntukkan bagi PKL dan

wilayah yang bersih dari PKL.



2. Sumber Data
Dalam memperoleh dan mengumpulkan data maka pemdlakukan
beberapa studi atau penelitian yaitu :
a. Penelitian lapangan
Penelitian lapanngan dilakukan untuk memperoleh-data primer,
guna mengetahui dari segi praktisnya dari data pengjfat teoritis.
b. Penelitian kepustakaan.
Penelitian kepustakaan merupakan penelitian denganunjuk pada data
sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajaru-buku/literatur serta

berbagai peraturan perundang-undangan terkait.

C. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer

Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengulan data
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan gidéyi dengan cara
wawancara terarahdifective interviey yang berupa Tanya jawab secara
sistematis menggunakan daftar pertanyaan yang sudasmapkan
sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan adanyasvgpertanyaan
sesuai dengan situasi pada saat wawancara tetapi lherkaitan dengan
obyek penelitian dengan berlandaskan pada tujuamelipan dengan
responden tertentu.
b. Data sekunder

Teknik memperoleh data sekunder yang dilakukannadganelitian

ini adalah dengan cara :



1) Studi kepustakaanlilfrary research), yaitu suatu kegiatan yang
berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikegkalah,
internet, dan hasil-hasil penelitian lainnya yangrasal dari pusat
dokimentasi dan informasi hukum, perpustakaan lagaidan situs
internet.

2) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengee rceenyalin atau
mengcopy dokumen dan catatan yang diperlukan dhekpterkait

dengan masalah yang diteliti.

C. Populasi, sampel, responden.
a.Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah Pedagang Kmka yang pada saat
dilakukan penelitian yaitu bulan April 2010 masiktifi melakukan usaha
dagang di sepanjang kawasan pasar besar kota Makivagi pihak yang
langsung terlibat dengan peraturan daerah kotangadomor 1 Tahun 2000
Kota Malang tentang Pedagang Kaki Lima

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dgulgse. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakaapurposive sampling
Purposive sampling yaitu pemilihan sampel penelisacara sengaja oleh peneliti

berdasarkan tujuan, kriteria dan pertimbangan+peangarf’

Untuk sample yang dibutuhkan dalam penelitian ilgudakan teknik

pengambilan sample purposive sampling agar sesuak unendapatkan data

% Sanapiah Faisal, 1990, Dasar-dasar Penelitianititifian Aplikasi. YA3, Malang,
h.30.



kuantitatif dan kualitatif. Adapun yang menjadi $aen responden adalah
Pedagang Kaki Lima yang masih Aktif melakukan kigiausaha di kawasan

Pasar besar Kota Malang

Dalam penelitian ini mengambil sample secara aealgan menyisir trotoar
sepanjang kawasan pasar besar kota malang sebéf@yakang. Pengambilan
sample tidak membedakan jenis kelamin para PedagakigLima maupun jenis

barang dagangannya.

c.Responden

Responden adalah penjawab atas pertanyaan yangkatiajuntuk
kepentingan penelitian, responden penelitian iniipug : Kepala Dinas Pasar
Kota Malang Kepala satpol PP kota Malang, PKL binaan DinasaP&®ta

Malang dengan jumlah 10 PKL dari total keselurubaimanyak 30 PKL.

D. Teknik Analisis Data
Didalam pembahasan, berdasarkan semua data yaagnferl, penulis

menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suzdta pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukidk@adaan subyek atau
obyek penelitian ini berdasarkan pada faktor-fakjang tampak. Penelitian
deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melk&istentang suatu hal di daerah
tertentu dan pada saat tertentu, guna mendapatkabagan berupa data awal
tentang permasalahan yang akan diteliti. Alasamlfgemenggunakan metode ini
karena penulis ingin menunjukkan dan menggambadiasam dan informasi yang
diperoleh berdasarkan hasil penelitian untuk mealpwpermasalahan-

permasalahan yang diajukan sehingga diperoleh dsgel mengenai



keefektifitasan Peraturan daerah Kota Malang tenBengeturan dan Pembinaan
PKL Selanjutnya akan diadakan analisis kontensatexp data sekunder dengan
menganalisis isi yang terkandung dalam berbagaudtekaan yang berkaitan
dengan pokok pembahasan sehingga dapat diperokmgdan dan jawaban

permasalahan yang ada.

E. Definisi Operasional Variabel

a. Implementasi adalah proses, cara, perbuatan melkaksa (rancangan)
keputusan dan sebagainya.

b. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah Pedagang yang mktak usaha
perdagangan non formal dengan menggunakan lahbokterdan atau
tertutup , sebagian fasilitas umum yang ditentullah pemerintah daerah
sebagai tempat kegaiatan usahanya baik dengan orelgm peralatan
bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu ydaly titentukan.

c. Pembinaan adalah mengubah sesuatu sehingga medmgadi yang

memiliki nilai-nilai yang lebih tinggi.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Gambaran Umum Dinas Pasar Kota Malang

1. Sejarah Berdirinya Dinas Pasar Kota Malang

Berdasarkan keputusan Walikotamadya daerah tingkéélang Nomor 45
Tahun 1973 tanggal 31 Maret 1973 dan peraturanablakotamadya daerah
tingkat Il Malang Nomor 6 Tahun 1979, pasar sebagai pelaksana teknis

pendapatan kotamadya daerah tingkat 11 Malang.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadyealdaengkat II
Malang Nomor 10 tahun 1987 maka pengelolaan pasar WPTD Dinas
pendapatan Kotamadya daerah tingkat Il Malang. nfdlaya diperbaharui
dengan peraturan daerah kota Malang Nomor 5 ta@04 #2ntang pembentukan,
kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur orgami®inas Daerah sebagai
unsure pelaksana pemerintah kota Malang, sedangldam memberikan
kewenangan berdasarkan peraturan pemerintah nogdalin 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintatgrpgahan daerah provinsi
dan pemerintah kabupaten/Kota dan peraturan pet@emomor 41 Tahun 2007
tentang organisasi perangkat daerah, telah dibeydtdturan daerah kota malang
nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tatea k#inas daerah, sebagai

landasan hukum pembentukan Dinas Pasar.



2. Misi dan Visi Dinas Pasar Kota Malang

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan padarrdas dilaksanakan
oleh instansi pemerintah. Oleh karenanya, setigtamsi pemerintah wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok falagsinya dengan
memberdayakan segala sumber daya yang ada daakezbiyang dipercayakan
kepadanya, berdasarkan Rencana strategik (Rengray telah dirumuskan
sebelumnya. Kewajiban penyusunan Renstra ini diasaada Pasal 33 Undang
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pereanaf®®mbangunan
Nasional, mengamanatkan bahwa Pimpinan Satuan Kegjangkat Daerah
menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah desgan tugas dan
kewenangannya. Sehubungan dengan hal tersebus Pasar sebagai salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota /gas@suai dengan tugas
pokok dan fungsinya berperan memberikan dukungatalunepeningkatan

potensi perdagangan.

Renstra Dinas Pasar disusun berdasarkan salamsatkiota Malang yaitu
Mewujudkan pertumbuhan perekonomian Kota Malang gyanerata dan
berwawasan lingkungan sebagai motor penggerak rpkedian, yang
dilaksanakan dalam suatu kerangka strategis gumaijmgkan Visi Kota Malang
yaitu “Terwujudnya Kota Malang sebagai kota Pendidikan yang Berkualitas,
Pariwisata yang Berbudaya, Perekonomian yang tumbuhdan merata,
pelayanan publik yang prima , ramah lingkungan sera masyarakat yang
demokratis, adil dan makmur menuju masyarakat madam yang dijiwai

semangat Memayu Hayuning Bawono”.



Dalam mewujudkan visi dan Misi Kota Malang sebagaa tercantum
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah M@&ng dengan
mengedepankan salah satu Misi Kota Malang ydigwujudkan pertumbuhan
perekonomian Kota Malang yang merata dan berwawasanlingkungan
sebagai motor penggerak pertumbuhan maka Dinas Pasar Kota Malang
memiliki Visi yaitu terwujudnya pasar yang proddkidlan kondusif serta
mewujudkan kawasan tertib PKL sebagai pilar perekuan. Dalam
mewujudkan Visi Dinas Pasar, telah dijabarkan roelMisi-Misi dinas pasar
yaitu :

a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur
b. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kepada Masyarakat
c. Peningkatan Kesadaran dan Peran serta Masyarakat
Dalam mewujudkan tujuan sebagai langkah-langkahcapai Visi dan
misi, telah ditetapkan Sasaran-sasaran sebaghkuberi
1) Tujuan 1.Meningkatkan Pendapatan Asli Daeratal#lang, dengan Sasaran
yaitu Meningkatnya pendayagunaan potensi daerah.

2) Tujuan 2. Mewujudkan SDM Aparatur yang kompetesuai bidang tugasnya
dengan Sasaran yaitu :
a) Meningkatnya kualitas kinerja Aparatur
b) Meningkatnya ketersedian sarana prasarana Aparat

3) Tujuan 3. Mewujudkan pelayanan sesuai kebutulmasyarakat dengan
Sasaran yaitu Meningkatnya kualitas dan pertumbulsaha perdagangan

Tujuan 4. Mewujudkan penataan dan pengelolaan Redagaki lima dan



asongan dengan Sasaran yaitu Menciptakan keteddrapenataan Pedagang

kaki lima serta asongan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan daerah Kota Malang 6 Tahui8 2@ntang
pembentukan, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi darkt8trOrganisasi Dinas
Pmerintahan kota Malang, amak Dinas Pasar melaksanaugas pokok
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dingoigessar, dengan

melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknisla@ngipasar-.;

2. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategi®eti@ana kerja Tahunan di

Bidang Pasar.;

3. pengelolaan Pasar daerah meliputi pengatuearerfban, pemeliharaan, dan

pengawasan.;

4. Penataan, Pembinaan, Pemberdayaan dan pengaledagang Kaki Lima

(PKL);

5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walilsesuai dengan Tugas dan

Fungsinya;



b. Gambaran Umum Satpol PP Kota Malang

1. Sejarah Terbentuknya Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja pada era Kolonjak $40C tahun 1860
menduduki Batavia dibawah pimpinan Gubernur Jen@dialTER BOTH, bahwa
kebutuhan untuk memelihara Ketentraman dan Kegertfienduduk diperlukan,
karena pada waktu itu kota Batavia sedang mendsgangan secara sporadis
dari pasukan lokal dan tentara Inggris serta mddiimya gangguan penduduk
yang berupa pencurian, perampokan dan perkelabiatuk menyikapi hal ini
VOC membentuk BAILLUW, semacam Polisi yang meramg8aksa dan Hakim
yang bertugas menangani perselisihan hukum yargutientara VOC dan warga

serta menjaga Ketertiban dan Ketentraman warga;

Pada masa pasca RAAFFLES, BAILLUW dikembangkan derdjbentuk
satuan lainnya yang disebut BESTUURS POLITIE atalisPPamong Praja yang
bertugas membatu Pemerintah di tingkat Kawedan&ukuogas Ketertiban dan
Ketentraman / Keamanan Selanjutnya menjelang &khikolonial dalam hal ini
pada masa penjajah Jepang, organisasi kepolisingalani perubahan besar dan
dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana sestasktural Satuan Kepolisian,

Polisi Pamong Praja bercampur baur peran funggiatekemiliteran.

Pada masa kemerdekaan yang tepatnya setelah Paskl&mmerdekaan
pada 18 Agustus 1945, Polisi Pamong Praja tetapaciebagian Organisasi
Kepolisian karena belum ada secara definitif meargabeberapa kali pergantian

nama namun tugas dan fungsinya sama. Pada taldnsg@ara konstitusional



ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalanemégomor Up. 32/2/21

tanggal 3 Maret 1950 secara resmi dengan sebutdnd® Polisi Pamong Praja”.

Landasan Hukum

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nang# Tahun

2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 148

a. Untuk membantu Kepala Derah dalam menegakkan Peada
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramaasyarakat
dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan PaliirigaPraja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomanRzadturan
Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 figrR@doman Satuan

Polisi Pamong Praja;

3. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 Tentang &dnian,
Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan OrggnRakaian

Dinas,Perlengkapan dan Peralatan Satuan PolisifiRpRmaja ;

4. Peraturan Walikota Malang nomor 15 tahun 20@#tang Uraian

tugas, fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamoajg Kota Malang.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang, makaa®dolisi Pamong
Praja mempunyai tugas pokok sesuai dengan ketegaranberlaku. Peraturan

Daerah yang mengacu pada ketentuan pokok mengerangm dan tugas serta



fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malangtuég dalam Peraturan
Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Petukan, Kedudukan,
Tugas Pokok, fungsi dan Struktur Organisasi,Pak8iaras, Perlengkapan dan

Peralatan Satuan Polisi pamong Praja.

Dalam Bab IIl Pasal 4 Peraturan Daeah Kota Malaom®t 7 Tahun 2006
dikemukakan tentang tugas Pokok Satuan Polisi Rgnivaja Kota Malang

yaitu :

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokoémefihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umuemegakkan Peraturan

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.”

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dRdaal 4, Satuan

Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi selbagiut :

a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentramaketizmiban umum,
penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota Keputusan
Walikota;

b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelexaygatetentraman
dan ketertiban umum;

c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peratum@ikot®@ dan
Keputusan Walikota;

d. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi damamderaturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelexajg&etenteraman

dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Qaé&reraturan



h.

Walikota dan Keputusan Walikota dengan Aparat Kis@oi Negara
Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeril $ign/atau aparatur
lainnya;

pelaksanaan penyidikan dan penindakan terhadapguelean Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;

pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasiuim@igmnbinaan
personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, satam prasarana kerja
Satuan Polisi Pamong Praja;

penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Tujuan Dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

a. Tujuan

1.

=

Terwujudnya personil yang berkemampuan

Terwujudnya kelancaran tugas dan menunjang ga&f@an tugas

operasional

Terwujudnya masyarakat yang lebih taat padar®ean Daerah dan

Keputusan Walikota

Terwujudnya masyarakat yang sadar terhadap UPanatDaerah dan

Keputusan Walikota

Terwujudnya ketentraman dan ketertiban

Terwujudnya koordinasi yang baik antar instadalam penanganan

ketentraman dan ketertiban



b. Sasaran
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :
1. Meningkatnya kinerja personil yang handai grofesional
2. Meningkanya sarana dan prasarana penutjgag
3.  Menurunnya tingkat pelanggaran Peraturagr&adan Kep. Walikota
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat akaimgeya perijinan.
5. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban

6. Meningkatnya hubungan antar instansi dgananganan ketentraman

dan ketertiban
c. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
1. Jumlah Pedagang kaki Lima

Berdasarkan rekapitulasi data PKL sampai dengaanbularet 2010 yang ada di
Dinas Pasar Kota Malang, dapat diketahui keberadstagang Kaki Lima di
Kota Malang yang tersebar di 5 (lima) kecamatajubdah 2974 PKL. Jumlah
ini dapat berkembang dan bertambah banyak denggalammya waktu yang
disebabkan kota Malang telah menuju ke arah kotaop@itan dimana kota

Malang semakin ramai sehingga aktivitas perekonomsénaikin besaf’.

%" Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberd@#arDinas Pasar Kota
Malang, tanggal 16 Juni 2010.



2. Lokasi / tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lin

Mengingat dalam suatu kota, tempat-tempat ramailderyak dikunjungi
orang ialah tempat-tempat di pusat kota, maka padagang kaki lima pada
umumnya memilih lokasi tempat kegiatan usahanya fligusat kota dan sedikit
sekali yang di pinggiran kota. Misalnya Pedagankj kena yang berada di alun-
alun kota Malang, dimana alun-alun merupakan pusta yang letaknya di
jantung perdagangan kota Malang. Namun demikiangan pemerataan
pembangunan fasilitas-fasilitas kota ke pinggiratakmaka pinggiran kota mulai
bemunculan Pedagang Kaki Lima, dalam hal ini yasgullan di pinggiran kota
bukan merupakan pindahan dari pusat kota, nhamunpakan Pedagang Kaki
Lima yang baru yaitu warga pinggiran kota yang naeinperuntungan denagn
alih profesi dari petani menjadi PKL. Lokasi Pedagaaku Lima merupakan
favorit sebagai tempat berjualan yang strategisardalarti akan banyak

pembelinya, antara lain ialah:

1) Jalan, trotoar, taman, lapangan dan sebagainyargamg dan merupakan
tempat orang —orang lalu lalang/berkerumun.

2) Lokasi-lokasi di sekitar Rumah sakit, perkantogz@rkotaan/pasar, sekitar
kampus dan tempat-tempat hiburan.

3) Lokasi di sekitar proyek-proyek yang sedang dibangRara Pedagang
kaki Lima ini tidak peduli bahwa lokasi-lokasi itsudah mempunyai
fungsi tertentu sebagai fasilitas kota dan jelakahusebagai tempat

berdagang atau berjualan.



Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pastx #@n Satpol PP kota
Malang, dapat diketahui jumlah titik lokasi Pedagalikaki Lima yang ada

berjumlah 115 titik yang tersebar di 5 kecamatatakalang.

Kriteria penetapan lokasi Pedagang Kaki Lima menDinas Pasar dan Satpol

PP Kota Malang adalah:

a. Lokasi PKL sebaiknya bukan pada jalan protokol ydagat mengganggu
sarana prasarana lalu lintas kota (harus bersitP#dy) ;

b. Lokasi PKL diperkenankan pada jalan Arteri dengdratasi jam operasi
(Jam jualan pada jam-jam kerja kecuali libur);

c. Untuk lokasi PKL tidak boleh melebihi 1/3 dari Ighatan dan jarak antara
PKI satu dengan yang lain minimal jaraknya 3m (kntuemberi ruang
parkir kendaraan);

d. Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana dh@mdse/saluran air,
taman kota);

e. Tidak mengganggu pedagang lain yang formal. (menjafan, pandangan
dari pedagang formal tersebut)

f. Telah mendapat persetujuan oleh lingkungan, RT/Ri&hspat;

g. Memenuhi persyaratan tata ruang kota sesuai keteryang berlaku.

3. Jenis Barang Dagangan

Mengingat latar belakang dan keadaan Pedagang Liala serta motivasi
kegiatan usaha mereka, maka wajar apabila jengatagangan yang dijualnya

sangat bervariasi. Namun hamper semua jenis bardagangan yang



dijualbelikan oleh pedagang kaki lima oleh Pedagdaki Lima bernilai rendah
atau murah. Dengan memiliki modal dan ketrampilamgy sangat terbatas,
mereka berjualan seadanya saja, yang mudah dipesetta dijual kemali dalam

waktu singkat.

Jenis dagangan yang diperjual belikan ialah makdaaminuman, Pakaian,
rokok, kios, bensin, buah-buahan, mainan anak-asapatu, arloji, VCD,
kacamat, Koran/majalah, makanan burung dan lainagsebya. Mayoritas
Pedagang Kaki Lima di Kota Malang bercampur satogde yang lainnya,
dengan barang dagangan yang berbeda-beda misahsga kealen dan pasar
besar. Namun ada juga yang berkelompok sesuai dgegia barang yang dijual.
Misalnya saja pada pasar comboran kota malang dirpasar tersebut dikenal
oleh masyarakat Kota Malang sebagai sentra barak@skbaik itu barang rumah
tangga sampai onderdil sepeda motor/mobil selaijaian Embong Arab, sebagai
sentra PKL pakaian maupun vcd, Pasar Boldi selsaydra sepatu dan pakaian
olahraga, jalan Mojopahit sebagai sentra jual-Beliung,ikan maupun tanaman

dan lain sebagainya.

4. waktu kegiatan/ berjualan

Sesuai dengan prinsip kegiatan usaha Pedagang Kmka agar
dagangannya cepat laku, yaitu dengan adanya oramgrodalam jumlah
sebanyak mungkin, yang diharapkan sebagi pembmingadagangannya, maka
waktu-waktu kegiatan berjualan pra pedagang kaa lialah saat-saat orang atau
warga kota melaksanakan kegiatan-kegiatannay skaari Dengan demikian

maka yang terjadi ialah pada saat lalu lalangngagorang di trotoar di sekitar



kantor-kantor, pertokoan, pasar, rumah sakit, kanplan sebagainya dalam
keadaan ramai, pada saat itu pula Pedagang Kala bielaksanakan kegiatan-
kegiatannya, sehingga keadaan menjadi semakin gdadatesak. Saat-saat sibuk
dimaksud yang terutama ialah siang hari. Namun &@@ynya secara

keseluruhan kegiatan PKL dapat ditemukan selamiag?

Dalam rangka upaya membatasi atau mengurangi kipadizkasi-lokasi
tesebut diatas, maka waktu-waktu kegiatan PKL gadgpat-tempat yang telah
ditetapkan atau diijinkan, atau diatur pula dalamra® keputusan Walikota
Malang No 580 tahun 2000 dan peraturan WalikotaaW@INo 10 Tahun 2005
dimana solusi yang diberikan yaitu jam kegiatan Péfltara jam 19.00 WIB
sampai dengan jam 08.00 WIB. Namun walaupun telar pada kenyataannya
dilapangan banyak PKL yang melanggar dan waktuublem tidak teratur,
terkesan atau cenderung seenaknya sendiri (hashgan2 berjualan). Hal inilah
yang menjadi tugas dari Satuan Polisi Pamong pirejak menertibkan PKL yang

melanggar peraturan terseBt.
5. Alat Peraga

Yang dimaksud dengan alat peraga ialah segala mdaarhentuk alat atau
sesuatu benda yang dipergunakan sebagai alat omnkual atau menjajakan
barang dagangannya oleh para Pedagang Kaki LimatuBeserta jenis alat
peraga kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima sangsabri@si, namun dapat

dibedakan dalam dua jenis yang penting yaitu :

8 Hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Parcajg kota Malang, tanggal 9
Juni 2010.



1) Bersifat menetap (tidak dapat digerakkan), sep@tja atau tanpa tempat
duduk (atau sejenisnya) dan sering kali dilengldggngan alat peneduh
(atap dari terpal atau gubug). Alat peraga jenis ditarang untuk
dipergunakan.

2) Bersifat Mobile (memiliki roda), Mudah digerakkatau didorong untuk
sewaktu-watu dipindahkan, karena alat peraga inmamg semacam
kereta dorong yang dimodifikasikan menjadi “romBbbodat peraga jenis
inilah yang dianjurkan untuk dipergunakan oleh pemt@h daerah yang
tertuang dalam Perda no 1 Tahun 2000. mudah digabamva akibat
dari keterbatasan dana, kesederhanaan cara bet&kirberbuat dalam
melaksanakan kegiatan usaha Pedagang Kaki Limaa s&kna atau alat
berjualan/alat peraga yang dipergunakan oleh padagang Kaki Lima
untuk menggelar barang dagangannya sangat sederbaik bentuk,
bahan serta kerapiannya bahkan dapat dikatakanvabainereka

menggelar barang dagangannya dengan alat seadanyasal-asalan saja.

B. Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengaturan Pedagangd Lima (PKL)
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang Berdasakan Perda No. 1

Tahun 2000.

Para pedagang kaki lima adalah warga kota, baikg yaerupakan penduduk
tetap maupun pedatang/musiman. Dengan semakinntierta besarnya jumlah
penduduk, ternyata menjadi bertambah dan semakiar peila jumlah pedagang
kaki lima di kota Malang. Sementara itu, keadaata kpga semakin padat, baik

padatnya lalu lintas berbagai jenis kendaraan yagg semakin semakin besar



pula jumlah dan pergerakannya, belum lagi ditami@ingan masalah pedagang

kaki lima yang menempati trotoar yang dipakai la@j&aki sehingga menambah

padatnya jalan-jalan umum karena PKL. Tabel di bawé akan menunjukkan

jumlah keseluruhan PKL yang ada di 5 kecamatarmt KMalang.

Tabel 1

Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

2010
No Kecamatan Kelurahan Jumlah
PKL
Blimbing 610

1 Purwantoro 59
2 Balearjosari 184
3 Polowijen 20
4 Bunulrejo 37
5 Polehan 17
6 Pandanwangi 8
7 Jodipan 285




I Lowokwaru 353
i Lowokwaru 60
2 Tlogomas 52
3 Dinoyo 48
4 Sumbersari 66
5 Tulusrejo 12
6 Mojolangu 60
7 Ketawanggede 55
I Sukun 723
1 Ciptomulyo 80
2 Gadang 184
3 Kebonsari 74
4 Bandungrejosari 70
5 Sukun 94
6 Pisangcandi 61
7 Mulyorejo 117




8 Bangkalankrajan 43
\Y Klojen 849
1 Gadingkasri 62
2 Bareng 106
3 Samaan 19
4 Oro-oro Dowo 103
5 Penanggungan 38
6 Klojen 217
7 Kauman 152
8 Kasin 178
9 Kidul Dalem 36
\ Kedungkandang 439
Kedungkandang 39
Madyopuro 94
Kotalama 35




Lesanpuro 72
Mergosono 30
Sawojajar 169
Jumlah keseluruhan 2974

Sumber: data Dinas Pasar Tahun 2010.

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dilihat babmtah PKL yang terbesar
terdapat di kecamatan Klojen, hal ini disebabkarerka pusat kegiatan jual-beli
terdapat di kecamatan klojen selain itu pula teatlggasar klojen sebagai sentra
jual-beli buah-buahan dan makanan sehingga bangdkgang kaki lima yang
menempati jalan-jalan dikecamatan klojen, apalagiaknatan klojen merupakan
kecamatan yang ada di pusat kota malang, salah teatpat paling sering
ditempati oleh para PKL adalah alun-alun kota n@ldan Pasar besar, Alun-alun
kota sebagai tempat rekreasi warga kota yang a&rtiitjantung kota Malang dan
merupakan tempat yang strategis bagi para PKL umejajakan dagangannya
sedangkan pasar besar adalah merupakan kawasaokopert dan pusat
perdagangan kota malang, sehingga banyak orangmyalakukan transaksi jual-
beli di kecamatan ini, oleh karena itu para PKL y@nmenempati kawasan ini.
Namun disisi lain keberadaan PKL ini sangat mengganpara pejalan kaki
maupun para pengendara motor sebab mereka banyajgumakan jalan umum
maupun trotoar hingga memenuhi badan jalan, Keayatitulah yang

menyebabkan semakin semrawutnya keadaan kota Md@amgauh dari kesan



keindahan. Namun penertiban PKL tidak dapat dilakukecara sembarangan
oleh pemerintah, karena PKL merupakan pilar peminasry ekonomi yang
berperan sangat penting bagi kemajuan suatu katg karus juga dipikirkan
masak-masak kesejahteraannya. Maka dari itu ked@nadPKL tidak boleh
dipandang hanya sebagai perusak dan sebagai pimakbersalah karena secara
manusiawi seperti itulah para PKL mencari nafkadraR pemerintah disini yaitu
mengembalikan fungsi jalan yang telah dipakai &&l. agar tidak mengganggu
lalu lintas kota dengan cara memindah PKL itu k@@myang memang
seharusnya mereka berada, dengan tetap memikirksgjakteraan mereka di

tempat yang sudah ditetapk&n.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan wawandapada para pejabat
dilingkungan dinas pasar, bahwa peraturan daerafond@ Tahun 2000 tentang
pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima Diahldgota Malang dibuat
berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

a. bahwa untuk melakukan kegiatan usaha ekononk bektor formal
maupun non formal dan atau pedagang kaki lima hdakk dari
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok

b. bahwa keberadaan suatu usaha kegiatan sektofonmal dan atau
pedagang kaki lima perlu dibina agar dapat berkegbamenjadi
pedagang yang tangguh, ulet dan mandiri.

c. Bahwa disamping mempunyai hak, masyarakat jugeebajiban untuk
berperan aktif menjaga, memelihara, menunjang dewupudkan kota

malang sebagai kota bersih, indah, tertib, amamglaman.

? Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pasar KotarMatanggal 13 Juni 2010.



Namun peraturan daerah No 1 tahun 2000 ini kuranglan secara efektif

ini bisa dilihat dari banyaknya pelanggaran yangate yang dilakukan oleh

Pedagang Kaki Lima yang membuat kawasan-kawasaa hkwlang yang

sebenarnya bersih dan tertib menjadi kawasan yidag teratur. Disini aparat

penegak hukum kurang bersikap tegas dalam mengetasasalahan khususnya

tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki fiatka dasarnya masalah

penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yangnpssgaruhinya seperti :

1. faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini terbatadgpandang-undang.
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menidenmaupun
menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung persagaikkum.
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukumseteut berlaku atau
diterapkan.
5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil cipta daa y@ng didasarkan pada
karsa manusia didalam pergulan hidup
Tabel 2
Tabel persentase tentang Penerapan Perda kota Malgn
No 1 tahun 2000 yang dilakukan oleh PKL
No. Kecamatan Jumlah | Tentang Penerapan Perda kota Malang N
Responden Tahun 2000 yang dilakukan oleh PKL
(masyarakat) Berjalan Tidak Berjalan
1 Blimbing 10 1 9

o1l



2 Lowokwaru 20 2 18
3 Sukun 25 6 19
4 Klojen 25 5 20
5 Kedungkandang 20 3 17
Jumlah 100 17 83
Persentase 100% 17 % 83%

Sumber Data Primer, diolah, 2010

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penudiapat diketahui
bahwa disini jelas terlihat, para pedagang kakalidak menerapakan peraturan
daerah kota malang no 1 tahun 2000 tentang pembidaa pengaturan PKL,
mereka kurang memahami tentang isi dan pengatanag da di dalam peraturan
daerah tersebut, disini factor pendidikan sangahpssgaruhi tentang penerapan
perda tentang PKL ini, pendidikan PKL yang sangatdah membuat mereka
kesulitan untuk memahami dan mematuhi peraturagelbeit. Selain factor
tersebut factor struktur yaitu aparat penegak hukiam dinas yang mengurusi
tentang PKL juga mempunyai andil yang cukup bes#and implementasi Perda
tentang PKL ini. Disini jelas terlihat bagaimanadse kota Malang no 1 tahun
2000 kurang berjalan efektif, seperti yang tampeallrm tabel diatas menunjukkan
bahwa 85 % dari 100 kuisioner yang disebarkan makga bahwa implementasi
Perda no 1 tahun 2000 tentang pengaturan dan paambkurang berjalan dengan
baik. Padahal peraturan daerah ini hampir 10 teudah ada di kota Malang
namun tetap saja peraturan tersebut tidak berjs¢gdragaimana mestinya, ini
membuktikan bahwa ada suatu masalah sehingga hdghklannya peraturan

tersebut dalam prakteknya. Seharusnya para penegakm dan dinas yang




terkait didalamnya dapat mengatur dan membina pidfa sehingga tidak
menimbulkan masalah dan pelanggaran berdasarkata Rer 1 tahun 2000
tersebut.
Tabel 3
Tabel Presentase tentang kinerja pelayanan Dinas par pasar dalam

pengaturan dan Pembinaan PKL di kota Malang

No Kecamatan Jumlah Tentang pelayanan Dinas pasar di
Responden wilayah kota Malang
(PKL) Efektif Tidak Efektif
1 Blimbing 20 6 14
2 Lowokwaru 25 3 22
3 Klojen 20 4 16
4 Sukun 20 6 14
5 Kedungkandang 15 7 8
Jumlah 100 26 74
Persentase 100% 26% 74%

Sumber: Data primer, diolah, 2010

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penufaiiu dengan
menyebarkan 30 kuisioner kepada para Pedagangmlisditik lokasi yang
tersebar di wilayah kota malang menunjukkan bahdv@Pedagang merasa
pelayanan yang dilakukan oleh dinas pasar kuraglgiefPKL menyatakan

bahwa selama ini Dinas pasar kurang dalam hal mkdaksosialisasi kepada para



pedagang baik dalam hal penyuluhan terhadap peattngino 1 tahun 2000
tentang pembinaan dan pengaturan PKL juga terh@dagbinan secara berkala di
setiap lokasi PKL. Padahal penyuluhan dan sossalipada para PKI sangat
dibutuhkan karena sebagian besar para pedagangyledbaerlatar belakang
pendidikan rendah sehingga mereka kurang pahaamnggfdranngan dan aturan
yang ada didalam Perda no 1 Tahun 2000.

Menurut Lawrence Friedman, ada 3 komponen dalatensifukum yaitu
komponen struktur, substansi dan budaya hukum.g&diomponen ini berada
dalam 1 proses interaksi satu sama lain dan memibesuatu totalitas yang
disebut sistem hukum. Dalam permasalahan ini kéigaponen tersebut kurang
berjalan dengan baik. Sebenarnya masalah PKL inipagan masalah kompleks
sebab antara komponen struktur dan substansi ddayéthukum harus berjalan
secara bersama-sama. Namun dalam kenyataannya sbaiktur maupun
substansinya berjalan sendiri-sendiri akibatnyatihpermasalahan, yaitu tidak
berjalannya Perda no 1 tahun 2000 tentang pengadlara pembinaan PKL. Dari
hasil penelitian, dapat dijelaskan pengaruh ke#ganponen tersebut dalam

mengatasi permasalahan PKL yang ada di kota Malang

1. Struktur

Komponen struktur dalam hal ini adalah aparat pakdéykum (stakeholder)
yang kurang bersikap tegas dalam mengatur dan mengara Pedagang
Kaki Lima, mereka beralasan bahwa faktor persoail dana terbatas dari
pemerintah daerah yang mendorong pelaksanaan Reyda tahun 2000
kurang optimal. Aparat penegak hukum khususnyandala ini adalah Satpol

PP dan dinas Pasar mempunyai fungsi yang sangatgenpaya pengaturan



dan pembinaan PKL dapat berjalan dengan baik. Dalaimni tidak hanya
PKL saja yang harus mematuhi peraturan yang beriglarat penegak hukum
serta pihak-pihak yang terkait juga diharapkan kintnematuhi segala
peraturan yang ada, agar antara PKL dengan pemiedajpat berjalan selaras

untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda No. 1 T2000.

2. Substansi

Substansi disini memiliki pengertian sebagai pessilyang melandasi suatu
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sebenarngmepintah sebelum

mengeluarkan kebijakan untuk merelokasi PKL atanetapkan suatu daerah
sebagai daerah yang bebas PKL sudah membuat dasamiiya. Adanya

dasar hukum ini diharapkan kebijakan dapat benaaibelilaksanakan.

Namun pada kenyataannya, meskipun sudah ada ddsantyang melandasi
suatu kebijakan pemerintah, tetapi ada sebagaidnyBKg menempati daerah
bebas PKL tersebut, tanpa ada penindakan dari tapakam. Berdasarkan
penelitian, PKL menyatakan bahwa mereka telah mgarbsejumlah uang

setiap harinya sebagai pajak untuk menempati tetepabut. Para PKL yang

sudah membayar “Pajak” tentunya tidak akan ditinalak aparat.

3. Budaya Hukum

Ketidakpatuhan para PKL terhadap kebijakan pensrinentunya harus
dikaji secara mendalam, karena pemerintah sudahberéan tempat yang
baru sebagai tempat berdagang. Mereka selalu kerkb@mpat mereka
berdagang sebelumnya. Seperti yang sudah diketgdang PKL selalu
menempati tempat yang menjadi pusat keramaian.Kddarm@ak peduli bahwa

tindakan tersebut merugikan banyak pihak dan jugad&an kota yang



semakin tidak rapi dengan keberadaannya. Dari Ip&siklitian, para PKL
menganggap jika tempat yang disediakan oleh petafritokasinya tidak
strategis yang mana tidak mendatangkan keuntungag pesar seperti di
tempat mereka berdagang semula. Berikut ini digajiktabel yang

menunjukkan jumlah tempat yang sering digunakan:PKL

Tabel 4
Jumlah Titik Lokasi PKL di Kota Malang

No Kecamatan Jumlah PKL Jumlah Titik
1 Blimbing 610 17
2 Lowokwaru 353 8
3 Sukun 723 33
4 Klojen 849 43
5 Kedungkandang 439 14
JUMLAH 2974 115

Sumber: Data Dinas Pasar, Tahun 2010.

Berdasarkan tabel data di atas terdapat 2 titikgyaaling banyak
digunakan oleh para Pedagang kaki Lima yaitu ketamidlojen dan kecamatan
Sukun. Kedua kecamatan ini sangat banyak digunpkaa PKL karena ke 2
kecamatan ini berada di tengah kota dan merupakatras perdagangan dan
pertokoan yang ada di kota Malang, sebenarnya kaeammblimbing dan
lowokwaru juga berpotensi sebagai titik lokasi pakeL berjualan namun karena
letaknya yang jauh dari pusat kota dan tidak grat@idak menguntungkan dari
sisi ekonomi) maka hanya beberapa titik yang ditimpara PKL seperti pasar-

pasar, kawasan pertokoan dan tempat-tempat kenamaia



Permasalahan Pedagang Kaki Lima sebenarnya merupekemasalahan
yang sangat komplek dan luas sebab permasalahaneimyangkut kehidupan
banyak orang khususnya nasib para PKL itu serohmyak dari mereka (PKL)
yang menggantungkan hidupnya dari usaha daganganapalagi PKL
merupakan salah satu pilar ekonomi indonesia sebabaksi kegiatan jual-beli
perdagangan mikro berada di tangan PKL, karenatsepal-mal dan pertokoan
besar tidak menjangkau ekonomi masyarakat keceérsgchn negara Indonesia
sendiri, jumlah masyarakat kecilnya sangat banysaigykebanyakan masyarakat
indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bernfgel@ada Pedagang Kaki
Lima. namun disisi lain kegiatan PKL sangat menggan baik dari sisi
keindahan kota maupun dari sisi kenyamanan spertutnya kemacetan dan
kotornya lingkungan yang diakibatkan oleh kegid®#i tersebut, oleh karena itu
pengaturan dan pembinaan bagi para PKL sangat lukper supaya baik
Pedagang Kaki Lima, masyarakat maupun Pemerintaia kdalang tidak
dirugikan satu sama lain. Lahirnya Perda No 1 ta®@@0 merupakan salah satu
produk Hukum pemerintah kota malang dalam mengatasialah PKL di kota
malang, hamun peraturan ini sangat sia-sia apabiga sebagai substansi saja
tanpa adanya langkah konkrit dari para pejabat patalh, yang dalam hal ini
adalah Dinas Pasar selaku organ pemerintah yapgtagr dan berfungsi sebagi
pemberdaya PKL dan Satpol PP sebagai pengatur Riébila melakukan

pelanggaran.

Sebenarnya pemerintah kota Malang telah banyak pbhgau dalam
mengatasi permasalahan pedagang Kaki Lima. Satahupaya yang dilakukan

oleh pemerintah kota Malang adalah dengan melakugambinaan dan



pemberdayaan serta pengaturan Pedagang kaki LiedagBng kaki Lima yang
merupakan usaha perdagangan sector informal peitherddyakan agar
menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat elaligus sebagai salah
satu pilihan dalam penyediaan barang dagangandibotuhkan oleh masyarakat

dengan harga yang relative terjangkau.

Pembinaan dan pengaturan Pedagang kaki Lima memaponaksud yaitu
untuk memberikan kepastian usaha, perlindungam seengembangkan usaha
PKL yang tertib, aman, selaras, serasi serta seigloengan lingkungannya.
Tujuan dari pembinaan dan pengaturan Pedagang l{iala yaitu mewujudkan
PKL sebagai usaha kecil yang berhak mendapat garigan dan pembinaan dari
pemerintahan daerah maupun dinas-dinas yang tedid@lamnya. Sehingga
Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usahgqaga lokasi yang
ditetapkan dan dicantumkan dalam rencana tata rudag mengembangkan
ekonomi sector informal melalui pembinaan PKL semawvujudkan harmonisasi

keberadaan PKL dengan lingkungan tempat dia barual

Sasaran Pembinaan dan Pengaturan Pedagang Kak¥hkitna

1. Terciptanya ketertiban umum;

2. Terwujudnya tertib hukum;

3. Terciptanya keseimbangan, keselarasan, dan keserasstetika
keberadaan PKL dengan lingkungannya;

4. Meningkatkan kinerja usaha PKL dari sektor yangakidresmi

menjadikan PKI kelompok sasaran binaan;



5. Terwujudnya dukungan ruang bagi keberadaan PKI aterkggiatan
dan usaha lain;
6. Terwujudnya kepastian tempat/lokasi usaha bagi PKL.
Untuk mengembangkan usaha Pedagang kaki Lima, ReaieKota Malang
berkewajiban memberikan pembinaan sesuai dengaal gaayat 1 peraturan

daerah kota malang no 1 Tahun 2000, berupa :

a. Bimbingan Dan Penyuluhan Manajemen Usaha

Bimbingan dan penyuluhan manejemen usaha yangkhbeoleh pemerintah
kota Malang dalam hal ini Dinas Pasar maupun SatpBl dalam hal
penertibannya. Terhadap para PKL ini bertujuan agareka dapat memanage
atau mengatur usahanya dengan baik, sehingga depgagaturan tersebut
pendapatan PKL menjadi meningkat tanpa harus mamyahturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah daerah yang tercantuta parda No 1 tahun 2000.
selain itu dengan adanya, bimbingan dan penyuluh@majemen, usaha ini juga
bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada PKity ¥@sadaran tentang
lingkungan dan kesadaran tentang Hukum. Kesadargkuhgan yang dimaksud
adalah mengerti arti tentang kebersihan, ketertibdan tidak mengganggu
kepentingan orang lain dalam berjualan. Sedangksadaran hukum yaitu para
PKL tidak melakukan pelanggaran terhadap Perda ydiigrapkan oleh
pemerindah daerah bagi para PKL dan tentunya &k tmengganggu lalu lintas
dengan menempati jalan-jalan umum bagi pejalan kelipun para pengendara

kendaraan umum/pribadi.

b. Pengembangan Usaha Melalui Kemitraan Dengan R{u Ekonomi

Yang Lain.



PKL dalam mengembangkan usahanya bekerjasama atanitia dengan
pelaku ekonomi lainnya. Tujuan PKL bermitra ataldsmsama dengan pelaku
ekonomi lainnya adalah agar usahanya dapat berggagan baik dan lancar
tanpa hambatan, usahanya lebih meningkat dari lsebgh. Dengan semakin
meningkatnya usaha para PKL, maka meningkat jugajatemereka yaitu
menjadi pedagang formal. Ini merupakan tujuan a#éhii pengembangan usaha
melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi lain yamengubah pedagang
informal menjadi pedagang formal atau pengusahal. kBengan menjadi
pedagang formal maka mereka tidak akan takut diken oleh Satuan Pamong

Praja.

Namun pengembangan usaha melalui kemitraan denglakupekonomi
lain ini belum dirasakan sepenuhnya oleh para Pkdlama ini sulit bagi PKL
untuk melakukan kerjasama dengan Pelaku ekonomi Rarena. Contohnya
adalah kerjasama dengan pihak koperasi maupun bangat susah bagi mereka
untuk mendapat pinjaman modal, sebab tidak adangmmyang pasti oleh mereka
untuk mendapatkan pinjaman sehingga pihak/pelakaaki lain tidak bersedia
melakukan kerjasama. Belum dirasakannya manfaattie@mn dengan pelaku
ekonomi lain oleh para PKL ini, disebabkan pelakan®mi lain yang melakukan

kerjasama dengan para PKL jumlahnya masih sangét’Re
c. Peningkatan Kualitas Alat peraga PKL

Berdasarkan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 teftambinaan dan

pengaturan Pedagang Kaki Lima, alat Peraga PKIlu yadt atau perlengkapan

% Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberd@#arDinas Pasar Kota
Malang, tanggal 16 Juni 2010



yang dipergunakan pelh PKL untuk menaruh barang ydan diperdagangkan
yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, nysaljerobak dengan
dilengkapi roda. Jadi alat peraga yang dipakai &l&h dalam berjualan adalah
alat yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasasak(tidak permanen/tetap).
Apabila alat peraga itu permanen/tetap, maka &atga tersebut akan dibongkar
karena tidak sesuai dengan peraturan daerah. Ratamgkualitas alat peraga
PKL ini dapat dilakukan dengan melakukan kebijakeamberian rombong atau
tenda-tenda bagi usaha PKL sehingga PKL dapaha&trlebih indah, rapi dan

teratur.

d. Bimbingan Untuk Memperoleh Dan Meningkatkan Pemodalan

Bimbingan untuk memperoleh dan meningkatkan pertaadaertujuan untuk
memberikan pengetahuan kepada PKL bagaimana cardapetkan modal dari
pemerintah kota dan bagaimana untuk meningkatkadamgang diperoleh.
Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Pasar Kotdamda memberikan
persyaratan bagi para PKI yang ingin mendapatkadamgaitu PKL sudah

menjadi PKL binaan dan terdaftar dalam data Pihak®Pasar.

Modal yang diberikan oleh Dinas Pasar berupa daergubr (revolving).
Dana bergulir ini dimaksudkan yaitu sistem tanggrergeng, bila satu PKL tidak
membayar, maka PKL lain harus menanggungnya (letagpaguyupan sehingga

ada yang mengkoordinasi) tujuan dari program dangutir ini adalah:

(1) Pemberdayaan pengusaha kecil dan PKL dalanugietk modal;

(2) Peningkatan sumber daya manusia utamanya datieng produksi dan;



(3) Peningkatan pemasaran dan pengelolaan

Namun bimbingan untuk memperoleh dan meningkat@modalan bagi

PKL ini belum terlaksana. Karena Dinas Pasar Kotalaklg memang belum

melaksanakannya, ini masih dalam rencana progaom tadepan, disini dinas

Pasar masih melakukan pendataan jumlah PKL yangliaklata malang karena

jumlah PKL dikota malang terus bertambah setiapiriaia. Untuk memberikan

gambaran tentang kinerja Dinas Pasar dibawah inule sajikan data yang

terdapat dalam rencana strategis (Renstra) Dinger RA07-2010 sebagai berikut

Tabel 5

Data Rencana Strategis (Renstra) Kinerja Dinas Pasa ahun 2007-2010

INDIKATOR KINERJA

Capaian Kerja

2007 2008 2009 2010
% Penyelesaian Pembangunan Pasar 100% 100% 100% 100%
% Tingkat Pemanfaatan Pasar 0% 100% 80% 100
% Penyelesaian Pembangunan 26% 100% 100% 100%
Kembali pasar Besar
% kawasan PKL yang tertata 100% 100% 100% 101,68%
% Cakupan PKI yang Dibina 100% 100% 100% 100%

Sumber: data Dinas Pasar, Tahun 2010.



Tabel 6

Capaian kinerja Tahun 2007-2009

Sasaran Indikator Target | Realisasi Presentase
Pencapaian Sasaran pencapaian target
Meningkatnya kualitag %PenyelesaianPembangurian 100% 100% 100%
dan pertumbuhan usahd&asar
industri dan % Tingkat Pemanfaatan 100% 100% 100%
perdagangan Pasar
% Penyelesaian 100% 100% 100%
Pembangunan Kembali pagar
Besar
% kawasan PKI yang telah 85% 70,5% 82,94%
tertata
% cakupan PKL yang 95% 96,6% 101,68%

dibina

Sumber: data

Dinas Pasar, Tahun 2010

Dari analisis data capaian kinerja Dinas Pasar Kattang Tahun 2006-

2009, dalam rencana strategis Dinas pasar 200942048 menetapkan misi dan

visi yaitu terwujudnya pasar yang produktif dan d¢osif serta mewujudkan

kawasan tertib Pedagang Kaki Lima sebagai pilagkmeromian.




Dalam mewujudkan misi-misi tersebut tentunya pemempertimbangkan
faktor-faktor kunci keberhasilan yakni sesuatu yaberpengaruh terhadap
kesuksesan atau kegagalan misi organisasi, dalhrmdw@a kinerja organisasi
melaksanakan interaksinya dengan mempertimbangidarffaktor internal dan

eksternal.

Faktor pendorong pelaksanaan pembinaan antara lain:

1) Jumlah Personil pasar cukup

Dinas Pasar maupun Satpol PP bisa menggunakannpkersecara optimal
dalam pengelolaan pasar yang ada di kota malangadetukup baik. Kondisi

ini bisa menghidari perangkapan tugas atau mengubaban tugas.;

2) Adanya perencanaan yang matang

Kondisi ini lebih mempermudah dalam upaya pembindan penertiban

keberadaan kelompok pedagang khususnya yang temoasi di pasar-pasar.;

3) Spesifik lokasi tersedia

Hal ini membantu Dinas Pasar dan Satpol PP sehitdgaperlu lagi mencari

lahan untuk tempat berjualan bagi para pedagang.;

4) Peraturan Daerah yang mendukung pembentukaas Pasar

Memberikan kepastian hukum bagi Dinas untuk merigadd&embinaan
dan pengaturan para Pedagang sehingga bisa mermssmpelanggaran-

pelanggaran yang biasanya dilakukan para Pedagakig-Kna.



Selain komponen dan faktor-faktor pembinaan diatasgsi pendataan
sangat diperlukan, Pendataan bagi PKI sangat bargagi pemerintah maupun
bagi PKL itu sendiri selain untuk mengetahi sebaragnyak banyak jumlah PKL
yang ada di kota Malang dan permasalahannya pemdBt&L juga menmpunyai
manfaat bagi PKL yaitu mereka dapat terdaftar dama, PKL-PKL yang telah
didata oleh Dinas Pasar kota Malang ini kemudiatatali dibinia dan
diberdayakan. Hingga saat ini pemerintah Kota Malarelalui Dinas Pasar dan
Satpol PP berhasil membina PKL sebanyak 5 titikdBsarkan Hasil wawancara

dengan Bapak Hartono, Kepala Dinas Pasar sebagjaitoe

— Pedagang Kaki Lima harus kita datéetgh dahulu, setelah itu harus
ada persetujuan dari pihak kecamatan/kelurahamgghi Dinas Pasar dapat
membentuk suatu tim untuk menganalisa apakah peatampokasi itu telah
sesuai atau tidak namun yang menentukan penemfzasi dapat terealisasi
tersebut adalah Walikota, kita sebenarnya membgderapa titik lokasi PKL

hasil binaan yang selama ini menjadi contoh bagakwta lain........

Hal ini dapat dilihat dari tabel PKL hasil binaagrilut ini

Tabel 7

PKL Hasil Binaan

No. Nama Kelompok Lokasi Jumlah PKL
1 | PKL Pasar Induk Jin. Kol Sugiono 184
2 | Klojen Jin. Trunojoyo 217
3 | Kidul Dalem Belakang Mal Ramayana 36
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4 | Buku Wilis JIn. Wilis 76

5 | Senaputra JIn Sriwijaya 38

6 | Blimbing Dibatalkan 57
Jumlah keseluruhan 608

Sumber: data Dinas Pasar, Tahun 2010

Berdasarkan Tabel di atas terdapat satu titik yhibgtalkan yaitu kelompok
pedagang Kaki Lima Blimbing hal ini dikarenakandskkegiatan di titik tersebut
tidak disetujui oleh oleh walikota Malang, dan mgsmasing titik lokasi binaan
PKI ini diawasi oleh ketua yang ditunjuk langsunghoDinas pasar dengan tujuan

untuk mengawasi PKL yang ada di titik lokasi tergeb

Penelitian ini difokuskan pada salah satu titikaskyaitu PKL binaan yaitu
PKL buku Wilis. Di jIn.Wilis ini memang menunjukkahal positif semenjak
direlokasi dari jln mojopahit, PKL yang rata-rat@mual segala buku-buku bekas
ini sekarang terlihat lebih rapi dan bersih sebalais tempat yang baru itu
dibentuk permanen di tempat PKL tersebut juga matlgpaguyupan untuk
mengelola para PKL sehingga PKL yang tergabungnd&aompok buku wilis
dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baikatamenggganggu

kelancaran lalu-lintas maupun warga sekitar.

Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Jalan Wilisbeijumlah sebanyak
30 Pedagang Kaki Lima yang semua PKL tersebut BemuBuku-buku bekas,
mulai dari majalah, komik, novel hingga buku peaiajg buku pelajaran ini sangat

lengkap mulai dari buku pelajaran anak SD sampaiubpelajaran bagi



Mahasiswa, buku-buku yang terdapat disini sangatamaan terjangkau bagi

kalangan masyarakat bawah khususnya Mahasiswa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan p@ngyrdi Jin wilis,

berikut ini:

.............. Saya sudah sering ketempat ini\{jllis) mas kalau cari buku, iya
karena tempat ini buku-buku pelajarannya lengkam kalau di gramedia atau
toko-toko buku yang terkenal Cuma menjual buku yaa terbit dari penerbit,
disini kan lain mas, disini buku yang udah lama poasih dijual apalagi buku
pelajarannya sangat lengkap terutama harganya samgat murah cocok buat

kantong anak mahasiswa seperti saya....."... ?

PKL yang ada di Jalan wilis ini sudah terdaftaditias pasar sebagai PKL
yang telah ditata dan dibina, PKL yang terdapdenipat tersebut tidak dapat di
tambah lagi, hal ini dikarenakan lokasinya tidakmmagkinkan untuk ditambah
lagi. Apabila ada PKL yang tidak terdaftar masuklddam lokasi tersebut maka
menjadi tanggungjawab ketua paguyupan untuk mesgiken masalah tersebut.
Sebab para PKL yang terdaftar di kelompok bukuswgirsebut dikenai retribusi
bulanan oleh dinas pasar dimana uang retribusdigunakan sebagai kegiatan
sosial dan pembangunan. Tapi uang bulanan harabtildengan benar sehingga
tidak ada penyimpangan dari oknum yang mengelolag ugersebut sebab
pengembangan usaha PKL di tempat tersebut tergandan pengelola itu

sendiri.
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Salah satu Pedagang dari Jalan Wilis, bapak Ahcn&atiki
mengungkapkan setelah lokasi diperbaiki dan ditktag, semakin banyak warga
yang mampir dan membeli buku di tempat dia berjyasalah faktornya adalah
tingkat kenyamanan dan keamanan di lokasi baru Wihs) sangat besar
dibandingkan di jalan mojopahit hal ini sesuai dendpasil wawancara berikut

ini:

............. dagangan buku saya semakin larisambilingkan waktu saya
berjualan buku di jalan Mojopahit mas, mungkin ppedanggan lebih merasa
nyaman dan aman berada disini tanpa takut tersetekepdaraan bermotor, kan

dulu saya berjualan di blok M persis di pinggigjaimas,................-

Dari penyataan tersebut diatas, adanya pembingamirupakan salah
satu upaya pengaturan dan penertiban yang dilakokeim pemerintah Kota
Malang khususnya pada Dinas Pasar. Disini Pemhriitata tidak hanya
menggusur PKL yang tidak taat pada aturan tetaga jmemberi wadah/tempat
untuk mereka berdagang tanpa mengganggu ketertibarm dan melanggar

peraturan pemerintah yang sudah ada.

Peraturan-peraturan tersebut merupakan bentuk guagg jawab
pemerintah Kota Malang terhadap pengamanan fasilienum dan juga
pembangunan kota agar berjalan lancar. Apabila tdapsadari dengan
benar,peraturan daerah dapat bermanfaat untuk ptekan keseimbangan dalam
kehidupan kota Malang dimana masyarakat membutulgengaturan dalam

kehidupan dan interaksi sosial dan suatu peratwyamg dapat mengatur
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kehidupan masyarakat dengan baik dan tidak memgrasyarakat kota Malang.
Tetapi hal yang perlu diperhatikan dengan baik glemerintah kota Maupun
masyarakat luas adalah bahwa para PKL tersebuk titenya memiliki

kelemahan-kelemahan saja, namun mereka juga menplkensi untuk

pertumbuhan Kota Malang yaitu menciptakan lapargaja yang cukup besar,
memberikan penghidupan yang mandiri, mudah dan mmuesutama bagi
penduduk golongan ekonomi rendah serta tempat umaigembangkan jiwa dan

semangat kewiraswastaan secara merata dan mandiri.

Menangani PKL perlu mencari solusi yang baik dajakbana agar
keberadaannya tidak mengganggu kenyamanan Kkota. itdaldikarenakan
penggusuran tanpa memberi jalan keluar dengan nretebgat yang memenuhi
syarat , sama saja dengan mematikan tumbuhnya ekokerakyatan, yang
menjadi sumber hidup masyarakat bawah. Oleh kargnakebijakan yang
berkenaan dengan penertiban dan pembinaan PKL hameisgarah pada

peningkatan taraf hidup PKL.

C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Dan Peatyran PKL
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang Berdasakan Pasal 3

Dan 4 Perda No 1 Tahun 2000

1. Hambatan Internal Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagang Kaki

Lima (PKL) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, khususnyaakeloij pembinaan
pedagang kaki lima, pasti tidak terlepas dari adangmbatan-hambatan yang

dapat menghalangi bagi terlaksananya suatu kebijgkaara efektif, sehingga



pelaksanaan kebijakan sektor informal PKL belumatldprlaksana sesuai yang
diharapkan. Hambatan utama dalam pelaksanaan pemgatan kebijakan PKL
ini adalah belum adanya anggaran atau dana yandikdicinas-dinas yang
mengatur dan membina PKL dalam hal ini adalah Dpzessr dan Satpol PP kota
Malang. Sebenarnya dinas pasar maupun Satpol & retngajukan rancangan
anggaran kepada DPRD kota Malang pada awal Tah0O8 2@mun sampai
sekarang masih menunggu persetujuan dari DPRD Matang. Dengan belum
adanya dana yang dimiliki oleh dinas Pasar maumtpob PP yang mengurusi
PKL di Kota Malang maka proses pembinaan maupurggieran mengenai
masalah PKL kurang berjalan eektif karena Programgfam pembinaan seperti
bimbingan dan penyuluhan maupun relokasi tempait $sggat memakan biaya
yang sangat besar. Namun dinas pasar maupun Sptdtap berusaha untuk
memberikan program-program pembinaan seperti bigalbinmaupun penyuluhan
manajemen usaha namun, tidak seluruh PKL di kotdam@a mendapatkan
program Pembinaan meskipun begitu program ini lzarjaecara berkala setiap

bulannya.

Hal lain yang menghambat pelaksanaan Pengaturapetahinaan PKL di
kota Malang ini adalah kurangnya lahan untuk PKemErintah kota Malang
masih kesulitan dalam hal penyediaan lahan baga pafL. Pemkot tidak
mempunyai lahan yang cukup luas guna menampung PEia yang ingin
berjualan seperti contoh kasus adalah relokasi agiap kebalen, sebenarnya
Pemkot Malang telah merelokasi pasar tersebut lpggtegang lebih baik yaitu di
daerah comboran namun para PKL beralasan bahwaatetasebut kurang

strategis untuk unsure ekonominya juga kurang m@sgingat jumlah PKL yang



ada di pasar kebalen sangat besar jumlafhyRisisi lain Pemkot belum
mempunyai lahan atau tempat khusus bagi para PKig yagin berjualan,
pemkot juga hanya memiliki lahan yang berada ldirjglur hijau dan fasilitas-
fasilitas umum sehingga sangat sulit untuk membarilelokasi pada PKL yang
ada di kota Malang sebab penggunaan lahan yandaeéiglur-jalur hijau dan
fasilitas-fasilitas umum merupakan tindakan ataurbpatan yang dapat
mengganggu ketertiban, keamanan, dan kenyamanamyarakst khususnya
penggunaan jalan. Para PKL yang berjualan dengagguoeakan jalur jalur hijau
maupun fasilitas-fasilitas umum sangat mengganggy&manan dan kelancaran
lalulintas seperti yang tercermin pada kondisi sggrag jalan pasar kebalen yang
mana para PKL memakai fasilitas fasilitas umum bahkebanyakan dari mereka
sampai memakan seluruh badan jalan dalam mejalarda@ranya, ini merupakan

tindakan yang dapat dikategorikan melanggar UUliatas.

Selain hambatan yang berasal dari factor Pedagakg IKma, hambatan
lain juga berasal dari pihak Dinas Pasar Kota Mgalao sendiri sehingga
kontribusi berjalan kurang optimal dalam upaya peeadn, pengaturan maupun

peningkatan usaha bagi PKL, berdasarkan pasal 3 8&nda no 1 Tahun 2000.

Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembinaan dan Pamngddwi pihak

pemerintah dan dinas pasar antara lain:
1) Kualitas pegawai Kurang tepat

Hal ini dapat menghambat pelayanan terhadap patagpeg karena

pembinaan yang diberikan akan berjalan kurang @btindntuk
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menanggulangi hal tersebut secara terencana péphogcamkan
peningkatan kualitas pegawai baik melalui pembinataif secara
rutin yang diwujudkan dalam bentuk rapat staff maugdalam bentuk

pendidikan formal.;

2) Sumber Dana Operasional Terbatas

Kondisi ini bisa ditanggulangi dengan melakukan istkgasi
penggunaan dana yang tersedia dengan tidak namggurasil yang

akan dicapai.;

3) Terbatasnya Diklat Teknis Maupun Fungsional

Menghadapi ini Dinas Pasar dan Satpol PP mengimbadeggan
meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kema yada
akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitagy@etaan pasar

dan penertiban pedagang.;

4) Sarana Dan Prasarana Terbatas

Terbatasnya Sarana dan Prasarana yang dimilki Dieas Pasar
maupun oleh Satpol PP mengakibatkan lambannya gguokmgan
permasalahan di lapangan. Seperti halnya penamggriamasalah

kebakaran, masalah kebersihan dan keindahan pasar.



2. Hambatan Ekstern Dalam Pelaksanaan Pembinaan Bagang Kaki Lima

(PKL) Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Malang.

Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pengatumnarpei@binaan PKL
ini terhambat adalah tingkat pendidikan para PKinhgkat pendidikan para PKL
rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang tidak ketad bahkan tidak tamat SD
sedangkan untuk PKL yang berpendidikan SD atauragdeya yakni sekitar 60
%, sehingga secara tidak langsung mereka kurangilikiepengetahuan dan
penguasaan tentang masalah Perda no 1 Tahun 28@8gga mereka tidak
mengerti masalah-masalah yang menyangkut mengemaigajpuran dan
pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota Mgl&ahkan untuk banyak
yang buta huruf karena sebagian besar PKL berasekelas bawah yang tidak
mampu untuk bersekolah. Masalah inilah yang menghampelaksaaan

pembinaan PKE®

Selain tingkat pendidikan para PKL yang rendahpgyanenghambat
pelaksanaan pembinaan PKL adalah masalah karaikieatau sifat dari setiap
PKL yang berbeda satu sama lainnya. Tingkat heesitags dari PKL inilah yang
membuat sulit Pemkot dalam pelaksanaan pembinadan P&ra PKL sekarang
cenderung seenaknya sendiri atau istilah dalam analsgt “Semau Gue” dalam
kegiatannya. Mereka sulit diatur dan diarahkan kintenjadi tertib, lebih bersih,
dan lebih nyaman. Para PKL ini cenderung menengaiggas yang berusaha
memberi pengarahan maupun pembinaan bagi merekan¢fuya kesadaran dari
para PKL membuat Pemkot Malang susah untuk memBKat menjadi lebih

maju dan lebih baik. Mereka masih mengandalkan ygonasing masing. Jika

% Hasil wawancara dengan PKL di pasar Madyopuro.



mereka memiliki tingkat kesadaran maka dengan muBaimkot Malang

mengatur PKL untuk menjadi lebih baik dengan meinipengarahan dan
pembinaan melalui kegiatan sosialisasi di tempaptd PKL itu berada, dalam
hal ini yaitu PKL yang berada di lokasi yang ditegauntuk berjualan sesuai
dengan keputusan walikota malang nomor 580 tah00.2¢giatan ini bertujuan
agar PKL dibina dan diarahkan supaya mereka dapelbkhsi ke tempat yang

lebih baik yang tidak mengganggu kenyamanan perayjguian®®

D. Solusi Mengenai Pembinaan Pedagang Kaki Lima YanDilakukan Oleh

Pemerintah Kota Malang

Solusi yang dilaksanakan Pemkot Malang khususngta Dinas Pasar dan

Satpol PP dalam hal pengaturan dan pembinaarikakadalah:

a. Peningkatan status dari pengusaha informal mefgachal, dimana PKL
sebelumnya menempati tempat usaha yang dilarahgoel@erintah untuk
berjualan seperti dijalan atau di trotoar, maka IRmMVialang akan
mencarikan tempat untuk usaha atau berjualan dpaetempat yang
ramai pengunjung dengan tidak mengganggu para peaggalan
sehingga arus lalu lintas tidak terhambat

b. Pemerintah kota Malang berusaha untuk menekan abgkanisasi |,
dimana Pemkot malang berpedoman pada banyaknya R&ig
berdatangan dari luar yang mencari nafkah di kaaéang pada akhirnya

PKL ini menetap dan tinggal disini. Hal ini yandpisidari oleh pemerintah

% Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberd@#arDinas Pasar Kota
Malang, tanggal 16 Juni 2010



kota Malang dengan cara memberikan bantuan kepédgaRg ber-KTP
Malang agar mereka dapat mengembangkan usahanyabelabah
menjadi Pedagang formal (pedagang yang telah dibina

c. Diharapkan pemerintah kota Malang dalam melakukamidhaan dan
Pengaturan terhadap PKL tidak hanya melakukan peswlalan relokasi
saja, melainkan juga memberikan pelatihan ataunit@i tentang
bagaimana agar usaha PKL lebih maju ke depannyainSti, bantuan
dana baik berupa pinjaman atau kredit jangka pgnf@mtunya akan
membantu PKL dalam mengembangkan usahanya.

d. Pemerintah kota Malang selaku pembuat kebijakaru ategulator
khususnya kebijakan yang terkait dengan PKL, diplaa lebih berpihak
kepada PKL khususnya tentang pembinaan dan peaga®@iL.

Bertolak dari adanya factor-faktor yang menjadidada pelaksanaan tugas
sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelurbiyas pasar berupaya
secara terus menerus meningkatkan penyuluhan sgghpdra Pedagang Kaki
Lima baik yang secara rutin dilakukan oleh SatpBl kdta Malang dan Dinas
Pasar melalui penyuluhan secara khusus atau sssiging dilakukan secara
berkala oleh tim dari pemerintah kota maupun olehiistansi Dinas Pasar. Dan
untuk lebih memudahkan pengawasan dilapangan sasu&n para pedagang
kaki lima, telah diprogramkan penyeragraman teeddd pedagang kaki lima
khususnya yang berlokasi di sekitar areal-aread) ymebas PKL, ini dimaksudkan
agar keberadaan PKL dapat diakui dan tidak menggarkgnyamanan para
pengguna jalan kaki. Selanjutnya kepala pasar jugajelaskan bahwa para

pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan diaeritoleransi, diberikan



peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila mésidip melanggar ditindak

lanjuti dengan pemberian sanksi sesuai dengantkereyang berlaku.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ata KMalang
belum berjalan efektif sebagaimana yang dihara@itan masih kurang berhasil
dalam pelaksanaannya. Kurang berhasilnya pelaksandengaturan dan
Pembinaan PKL ini disebabkan oleh 2 hal yaitu pestadari pelaksanaan
kebijakan tersebut, dalam hal ini Pemerintah Kotavg, dan kedua dari PKL

itu sendiri:

1. Dinas Pasar bersama dengan Satpol PP Kota Maldam ls2penuhnya
melakukan kemitraan dengan pihak lain untuk mengemkan usaha
PKL. Dinas pasar belum bisa mengajak seluruh ppibék lain (swasta)
untuk melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BKlas Pasar kota
Malang hanya dapat menggandeng sebagian kecil givakta yang ada
di Malang.

2. Dinas Pasar kota Malang belum dapat melaksanakabirgjan untuk
memperoleh dan meningkatkan permodalan bagi patakdkena Dinas
pasar kota Malang terkena masalah dana yaitu beldan biaya atau
anggaran cukup untuk melakukan pengaturan dan bgahi untuk
memperoleh dan meningkatkan permodalan.

3. Dinas Pasar belum sepenuhnya melakukan peninghattndari segi

pengaturan maupun pembinaan khususnya pada semogean dan



peningkatan alat peraga bagi PKL. Dinas Pasar Maiang belum serius
dalam memberikan bantuan alat peraga kepada para EEam
prakteknya dinas pasar masih setengah-setengaim dadamberikan
bantuan alat peraga maupun pembinaan yang berlagngecara berkala.
Dari hal-hal yang telah diuraikan diatas jelas Bek®sih banyak yang
harus diperbaiki oleh pemkot Surabaya jika mereigani pembinaan pedagang

kaki lima berjalan dengan baik dan sukses.

Selain dari pemerintah kota Malang, Dinas Pasar Sktpol PP sebagai
pelaksana, penyebab kurang berhasilnya pelaksgreaahinaan PKL ini adalah

dari PKL itu sendiri, seperti :

1. Sikap dari PKL yang tidak mau pindah ke tempat asgng formal atau
resmi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah KotdaiMp dan tetap
memilih berjualan di tempat sebelumnya. Padahahdolktersebut telah
terdapat peraturan daerah bahwa boleh dipakai umdtkalan di lokasi
tersebut, padahal tujuan pemerintah adalah menitkadari Pedagang
informal menjadi pedagang formal.

2. Selain itu juga, tingkat pendidikan PKL masih remdsehingga seringkali
pembinaan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Mplamengalami
kegagalan, tingkat pendidikan yang rendah ini mealgkan pola berfikir
dan perilaku PKL pada umumnya tidak atau kurangnpezhatikan
aturan yang diberikan oleh pemerintah Kota Malamag, ini pula yang
menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran yanguétden oleh PKL
terhadap Peraturan Daerah Nol tahun 2000, dimaneken&ebanyakan

masih belum mengerti tentang aturan ketertibarkeaersihan kota.



B. Saran

Adapun Saran-saran yang dapat penulis berikan aib@nk tentang

pembinaan dan pengaturan PKL ini adalah:

1. Untuk mendapatkan Staff yang berkualitas, disananKapada Dinas
Pasar agar lebih Meningkatkan Koordinasi dengaraBa&endidikan dan
Latihan Provinsi Jawa timur agar kesempatan baga &KL untuk
mendapatkan pendidikan dan latihan lebih banyakinggh jumlah
tenaga-tenaga terampi yang dimiliki lebih menind&gt.

2. Untuk mengurangi Jumlah Pelanggaran-pelanggarag gaakukan oleh
Pedagang Kaki Lima, perlu ditingkatkan lagi kooedindengan satuan
Pamong praja agar peringatan-peringatan kepadag®eglakaki Lima
yang melanggar aturan yang telah ada dapat dilaksdédini mungkin dan
pembinaan kepada PKL dilakukan secara berkala.

3. Pemerintah Kota harus membantu PKL dalam hal peatandkhususnya
dalam hal permodalan untuk mendapatkan lokasi us&liagk itu
bekerjasama dengan pihak swasta atau dari APBD.b&é&an modal
usaha juga harus diusahakan dengan bunga rendabird&nasi yang
sederhana mengingat sebagian besar PKL berpendidé&@dah yang
tidak suka dengan birokrasi yang berbelit-belit dangat menjemukan.

4. Pemerintah Kota Malang harus mengawasi pelaksapaaribinaan PKL
dengan lebih teliti dan segera memperbaiki ketkdapat penyimpangan
dengan cara memberikan penyuluhan secara berladal&gara PKL. Hal
ini sesuai dengan Perda no 1 Tahun 2000 pasal t4layang berbunyi

untuk kepentingan pengembangan usaha Pedagangliai Kepala



Daerah atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban ko&kn pendataan dan
memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyulubacara

berkesinambungan;
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